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MOTTO  

ا تنُْفِقوُْا حَتّٰى الْبِر َّ تنََالوُا لَنْ  عَلِيْمٌ  بِهٖ  اٰللّهَ فَاِن َّ شَيْءٍ  مِنْ  تنُْفِقوُْا وَمَا ۗتحُِبُّوْنَ  مِمَّ  

 

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan [yang sempurna] 

sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang 

kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya."  

(QS. Ali-Imran [3]:92). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Umum 

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan 

Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam 

penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun 

ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang 

digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 

Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang 

didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 

159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman 

Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 

1992. 

B. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 ṭ ط ‘ ا

 ẓ ظ B ب

 ’ ع T ت

 gh غ Th ث

 f ف J ج
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 q ق ḥ ح

 k ك Kh خ

 l ل D د

 m م Dh ذ

 n ن  R ر

 w و Z ز

 h ه S س

 ̓ ء Sh ش

 y ي ṣ ص

  - ḍ ض

 

 Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka 

ditulis dengan tanda (’). 

C. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal 

tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I اِ

 Ḍammah U U ا ُ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah dan ya Ai A dan I ايَُ 

 Fathah dan wau Au A dan U اوَْ 

 

Contoh: 

 Kaifa :كيفَ 

 haula :هولَ 

D. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ــاَ ــىَ ف  Fatḥah dan alif 

atau ya 
Ā 

a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya Ī ــيِ 
i dan garis di 

atas 

 Ḍammah dan wau Ū ـــوُ 
u dan garis di 

atas 

 

Contoh: 

 

 māta :مَاتَ 

 ramā :رَمَى

 qīla :قِيلَ 

وُْتَ   yamūtu :يَم

E. Ta Marbutah  
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Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl :رَوْضَةُ الََأطْفَالِ 

لَةُ  دِيْ نَةُ الَفَضِي ْ
َ
 al-madīnah al-fāḍīlah :الم

 al-ḥikmah :الِحكْمَةُ 

F. SYADDAH (Tasydid) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (- ) dalam transliterasi ini 

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda 

syaddah. Contoh: 

 rabbanā :رَبَّناَ 

 najjainā :نَجَّناَ 

 al-ḥaqq :الَحق ُّ

 al-ḥajj :الَحج ُّ

 nu’’ima :نعُِمَ 

 aduwwu‘ :عَدُو ُّ

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). 

Contoh: 
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 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :عَلَي

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :عَرَبِي

G. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf لا (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata 

sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf 

syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi 

huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata 

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contohnya: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :الشَّمْسُ 

لْزَلةَ ُ  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :الزَّ

 al-falsafah :الفَلْسَفَة ُ

د ُ   al-bilādu :البلَِا

H. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila 

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab ia berupa alif. Contohnya: 

 ta’murūna :تأَمُرُوْنَ 

 ’al-nau :النَّوْءُ 

 syai’un :شَيْءٌ 

 umirtu :أمُِرْتُ 
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I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, 

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan 

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 

J. Lafẓ Al-Jalālah (لله ) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: 

 dīnullāh :دين الَله

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafaẓ 

al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi raḥmatillāh :هم فِي رحمة اَّللهٰ

K. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 
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yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 

yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului 

oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasul 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
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ABSTRAK 

Muhammad Wildan Aldiansyah, 220201110196.Pertimbangan  Hakim Dalam   

Sengketa Pergantian Nadzir Perspektif Tujuan Hukum Gustav 

Radbruch(Studi Putusan Nomor 1788/pdt.G/2024/PA.Sby) Skripsi, Progran 

Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing Dr. Nur Fadhilah, S.H.I 

MH. 

Kata Kunci : Pergantian Nadzir; Wakaf, Pertimbangan Hakim, Gustav Radbruch. 

Permasalahan pergantian nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf Masjid 

Kemayoran Surabaya telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang. 

Perubahan kedudukan nadzir yang terjadi dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut 

menimbulkan perbedaan pendapat hingga berujung pada sengketa hukum. 

Permasalahan tersebut kemudian kembali diperiksa oleh Pengadilan Agama 

Surabaya melalui Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa 

pergantian nadzir serta menganalisis pertimbangan hakim tersebut berdasarkan 

perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch, khususnya nilai keadilan, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case 

approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang 

digunakan dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori tujuan 

hukum Gustav Radbruch yang mencakup keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 

1788/Pdt.G/2024/PA.Sby menilai bahwa pergantian nadzir telah sesuai dengan 

hukum wakaf yang berlaku dan tidak ada bukti yang kuat adanya unsur perbuatan 

melawan hukum, hakim juga menerapkan Tujuan Hukum Gustav Radbruch nilai 

keadilan dilihat dari pemeriksaan para pihak, kepastian hukum terliahat dari 

penggunaan ketentuan Undang-Undang wakaf dan kemanfaatan hukum tercermin 

dari perhatian hakim terhadap keberlangsungan fungsi dan pengelolaan tanah wakaf 

bagi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Para Penggugat 

dinyatakan tidak beralasan dan ditolak seluruhnya 
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ABSTRACT 

Muhammad Wildan Aldiansyah, 220201110196. Judicial Considerations in the 

Dispute over the Replacement of Nadzir from the Perspective of Gustav 

Radbruch’s Legal Objectives (A Study of Decision Number 

1788/Pdt.G/2024/PA.Sby). Undergraduate Thesis, Islamic Family Law 

Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University Malang, Supervisor: Dr. Nur Fadhilah, S.H.I., M.H. 

 

Keywords: Nadzir Replacement; Waqf; Judicial Considerations; Gustav Radbruch. 

The issue of nadzir replacement in the management of the waqf land of 

Kemayoran Mosque in Surabaya has persisted over a considerable period of time. 

Changes in the position of the nadzir in the management of the waqf land have led 

to differences of opinion and eventually resulted in a legal dispute. The matter was 

subsequently re-examined by the Surabaya Religious Court through Decision 

Number 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby. This study aims to analyze the judges’ 

considerations in deciding the dispute over the replacement of the nadzir and to 

analyze such judicial considerations from the perspective of Gustav Radbruch’s 

theory of legal purposes, particularly the values of justice, legal certainty, and 

utility. 

This study employs normative legal research using a statutory approach, a 

case approach, and a conceptual approach. The legal materials were analyzed 

qualitatively by examining statutory regulations, court decisions, and other legal 

materials relevant to the research problem. The analysis was conducted using 

Gustav Radbruch’s theory of legal purposes, which encompasses justice, legal 

certainty, and utility. 

The results of the study indicate that, in Decision Number 

1788/Pdt.G/2024/PA.Sby, the Panel of Judges considered that the replacement of 

the nadzir was in accordance with the applicable waqf law and that there was 

insufficient evidence to establish the existence of an unlawful act. The judges also 

applied Gustav Radbruch’s theory of legal purposes. The value of justice was 

reflected in the examination of the parties, legal certainty was demonstrated through 

the application of the provisions of waqf legislation, and legal utility was reflected 

in the judges’ consideration of the continuity of the function and management of 

the waqf land for the benefit of the community. Based on these considerations, the 

Plaintiffs’ claim was deemed unfounded and was entirely dismissed 
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 ملخص البحث 

  : بِيِّ نْسَاه، رقَْمُ القَيْدِ الطُّلَّا ، "تَ قْدِيرُ القَاضِي فِي نزَِاعِ تَ غْيِيِر النَّاظِرِ  ٢٢٠٢٠١١١٠١٩٦مُحَمَّد وِلْدَان ألَْدِيَا
راَدْبُ رُوح غُوسْتَاف  عِنْدَ  القَانوُنِ  مَقَاصِدِ  مَنْظوُرِ  رقَْم:  ) مِنْ  القَرَارِ  دِراَسَةُ 

١٧٨٨/Pdt.G/٢٠٢٤/PA.Sby)"   ُمِيَّةِ، كُل ِّيَّة سْلَا الْإِ ُسْرَةِ  الْأ قاَنوُنِ  قِسْمُ  رَُّجٍ،  تَخ بَحْثُ 
نْج، المشُْرفَِةُ: الدُّكْتُو  اَلَا كُُومِيَّةِ بِم مِيَّةِ الْح سْلَا إِبْ رَاهِيم الْإِ مَالِك  نَا  مَوْلَا فَضِيلَة،  الشَّريِعَةِ، جَامِعَةُ  نوُر  رةَُ 

 . الماَجِسْتِير

 

عْتِبَاراَتُ القَضَائيَِّةُ؛ غُوسْتَاف راَدْبُ رُوخ. الكَلِمَاتُ الِمفْتَاحِيَّةُ   : اسْتِبْدَالُ النَّاظِرِ؛ الوَقْفُ؛ الِا
ةٍَ  يَا لِفَتْر  طَوِيلَةٍ مِنَ الزَّمَنِ.  اِسْتَمَرَّتْ قَضِيَّةُ اسْتِبْدَالِ النَّاظِرِ فِي إِدَارةَِ أرَْضِ وَقْفِ مَسْجِدِ كِيمَايوُراَن فِي سُوراَبَا

فٍ فِي .  وَقَدْ أدََّتِ الت َّغْيِيراَتُ فِي مَنْصِبِ النَّاظِرِ فِي إِدَارةَِ أرَْضِ الوَقْفِ إِلَى اخْتِلَا  الرَّأْيِ وَأَسْفَرَتْ فِي الن ِّهَايةَِ عَنْ نزِاَعٍ قاَنوُنِيٍّ
رقَْم   القَراَرِ  لِ  خِلَا مِنْ  سْألََةِ 

َ
الم فِي  النَّظَر  يَا  سُوراَبَا فِي  الد ِّينِيَّةُ  حْكَمَةُ 

َ
الم أَعَادَتِ  حِقًا  وَلَا

1788/Pdt.G/2024/PA.Sby  َتَهْدِفُ هَذِهِ الد ِّراَسَةُ إِلَى تَحْلِيلِ اعْتِبَاراَتِ القُضَاةِ فِي الفَصْلِ فِي الن ِّزاَعِ حَوْل .
عْتِبَاراَتِ القَضَائيَِّةِ مِنْ مَنْظوُرِ نَظَريَِّةِ غُوسْتَاف راَدْبُ رُوخ   ةِ، وَخَاصَّةً قِيَمَ  للِْمَقَاصِدِ القَانوُنيِ َّاسْتِبْدَالِ النَّاظِرِ، وَتَحْلِيلِ هَذِهِ الِا

فَعَةِ.  َن ْ
، وَالم  العَدَالَةِ، وَالْيَقِيِن القَانوُنِيِّ

الد َّ وَنَهْجِ   ، التَّشْريِعِي ِّ الن َّهْجِ  سْتِخْدَامِ  بِا المعِْيَاريَِّ   َّ القَانوُنِي البَحْثَ  الد ِّراَسَةُ  هَذِهِ  وَالن َّهْجِ  تَسْتَخْدِمُ  عْوَى، 
الت َّ اللَوَائِحِ  دِراَسَةِ  لِ  خِلَا مِنْ  نَ وْعِيًّا  القَانوُنيَِّةِ  وَاد ِّ 

َ
الم تَحْلِيلُ  تَمَّ   . فَاهِيمِي ِّ

َ
وَاد ِّ  الم

َ
الم مِنَ  هَِا  وَغَيْر حَاكِمِ، 

َ
الم وَقَ راَراَتِ  شْريِعِيَّةِ، 

سْتِخْدَامِ نَظرَيَِّةِ غُوسْتَاف راَدْبُ رُ  شُْكِلَةِ البَحْثِ. وَأجُْريَِ التَّحْلِيلُ بِا لَةِ بِم وخ للِْمَقَاصِدِ القَانوُنيَِّةِ، وَالَّتِي  القَانوُنيَِّةِ ذَاتِ الص ِّ
فَعَةَ. تَشْمَلُ العَدَالَ  َن ْ

َّ، وَالم  ةَ، وَالْيَقِيِن القَانوُنِي

ئَةُ القُضَاةِ  Pdt.G/2024/PA.Sby/1788تُشِيُر نَ تَائِجُ الد ِّراَسَةِ إِلَى أنََّهُ، فِي القَراَرِ رَقْم   ، رَأَتْ هَي ْ
عْمُولِ بِهِ وَأنََّهُ لَا توُجَدُ أدَِلَّةٌ كَافِ 

َ
ثْ بَاتِ وُجُودِ عَمَلٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ.  أَنَّ اسْتِبْدَالَ النَّاظِرِ كَانَ مُتَ وَافِقًا مَعَ قاَنوُنِ الوَقْفِ الم يَةٌ لِإِ

َطْراَفِ،  كَمَا طبََّقَ القُضَاةُ نَظَريَِّةَ غُوسْتَاف راَدْب ُ  رُوخ للِْمَقَاصِدِ القَانوُنيَِّةِ. وَقَدْ انْ عَكَسَتْ قِيمَةُ العَدَالَةِ فِي اسْتِجْوَابِ الْأ
فَعَةُ  َن ْ

لِ تَطبِْيقِ أَحْكَامِ تَشْريِعَاتِ الوَقْفِ، فِي حِيِن انْ عَكَسَتِ الم ُّ مِنْ خِلَا تِبَارِ القُضَاةِ   القَانوُنيَِّةُ فِي اعْ وَتَجَلَّى الْيَقِيُن القَانوُنِي
عْتِبَاراَتِ، اعْ  جْتَمَعِ. وَبنَِاءً عَلَى هَذِهِ الِا

ُ
سْتِمْراَريَِّةِ وَظِيفَةِ وَإِدَارةَِ أرَْضِ الوَقْفِ لِصَالِحِ الم دَّعِيَن لَا أَسَاسَ  لِا

ُ
َتْ دَعْوَى الم تُبِر

لْكَامِلِ  اَ وَرفُِضَتْ بِا  .لَه
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BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Wakaf imerupakan isalah isatu iinstrumen ihukum iIslam iyang 

memiliki ifungsi istrategis idalam ipembangunan isosial, ikeagamaan, idan 

kesejahteraan iumat. iWakaf itidak ihanya idipahami isebagai ibentuk 

ibadah iindividual, imelainkan ijuga isebagai ipranata isosial iyang berperan 

dalam pemerataan ekonomi idan ipenguatan ilembaga keagamaan. iDalam 

konteks inegara ihukum, iwakaf idiposisikan isebagai perbuatan ihukum 

yang imemiliki iimplikasi iyuridis, isehingga pengelolaannya iharus tunduk 

pada prinsip kepastian hukum dan tertib administrasi.1  

Sejalan dengan perkembangan tersebut, negara melalui iUndang-

Undang iNomor i41 iTahun i2004 itentang iWakaf imemberikan ilandasan 

hukum iyang ikomprehensif iterkait ipengelolaan iwakaf. iUndang-undang 

ini imenegaskan ibahwa iwakaf itidak hanya imenyangkut iaspek 

keagamaan, itetapi ijuga iaspek hukum publik yang melibatkan peran 

negara melalui lembaga-lembaga resmi. Pengaturan ini bertujuan untuk 

menjamin keberlangsungan harta wakaf, mencegah penyalahgunaan, serta 

memberikan iperlindungan ihukum ibagi ipara ipihak iyang iterlibat idalam 

perwakafan.2  

 
1 Abdul Manan, Hukum Perwakafan di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017). 19-21. 
2 “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf” (2004). 
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Salah satu unsur sentral dalam sistem perwakafan adalah nadzir, 

yaitu pihak iyang idiberi iamanah iuntuk imengelola idan imengembangkan 

harta ibenda iwakaf isesuai idengan itujuan iwakaf. Dalam kerangka das 

Sollen, hukum positif telah mengatur secara jelas kedudukan, syarat, hak 

dan kewajiban nadzir, termasuk mekanisme pengangkatan dan 

pergantiannya. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar ipengelolaan iwakaf 

dilakukan isecara iprofesional, iakuntabel, idan iberorientasi pada 

kemaslahatan umat.3  

Lebih lanjut, Peraturan iPemerintah iNomor i42 iTahun i2006 

sebagai iperaturan ipelaksana iUndang-Undang iWakaf imengatur bahwa 

nadzir dapat berhenti karena alasan tertentu, seperti meninggal dunia, 

mengundurkan idiri, iatau idiberhentikan ioleh iBadan iWakaf iIndonesia. 

Pergantian nadzir harus dilakukan melalui prosedur yang sah dan ditetapkan 

oleh Badan iWakaf iIndonesia, isementara iKantor iUrusan iAgama 

berperan idalam ipencatatan idan pengesahan administratif. Secara 

normatif, pengaturan ini mencerminkan das Sollen hukum wakaf yang 

menempatkan kepastian prosedural sebagai syarat utama keabsahan 

pergantian nadzir.4  

Namun demikian, dalam tataran das Sein, praktik pergantian nadzir 

wakaf di masyarakat tidak selalu berjalan selaras dengan ketentuan normatif 

tersebut. Pergantian nadzir sering kali menimbulkan konflik hukum, 

 
3 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Wakaf (Bandung: Refika Aditama, 2019).89-92 
4 “Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf” (2006). 
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terutama ketika menyangkut perubahan bentuk nadzir dari perseorangan ke 

badan hukum atau sebaliknya. Perbedaan pemahaman mengenai 

kewenangan, prosedur, dan keabsahan pergantian nadzir kerap berujung 

pada sengketa yang harus diselesaikan melalui jalur peradilan. 

Kondisi tersebut menunjukkan iadanya ikesenjangan iantara 

pengaturan ihukum iwakaf isecara inormatif i(das iSollen) idengan irealitas 

praktik idi ilapangan i(das iSein). iDalam praktiknya, tidak ijarang ipihak-

pihak iyang iberkepentingan imempersoalkan keabsahan tindakan lembaga 

negara dalam proses pergantian nadzir, meskipun tindakan tersebut telah 

dilakukan berdasarkan prosedur ihukum iyang iberlaku. iHal iini 

menimbulkan iketidakpastian ihukum idan iberpotensi mengganggu 

keberlangsungan pengelolaan harta wakaf.5  

Permasalahan pergantian nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf 

masjid kemayoran Surabaya bukan persoalan yang muncul secara tiba-tiba, 

melainkan telah berlangsung selama beberapa tahun. Tanah wakaf yang 

menjadi objek sengketa tersebut merupakan tanah yang digunakan untuk 

kepentingan Masjid Kemayoran Surabaya. Dalam perkembanganya, terjadi 

berupahan terkait pihak yang bertindak sebagai nadzir, yang kemudian 

menimpulkan pendapat dan menimbulkan terkain para pihak. 

Pada tahun 1999, telah diterbitkan susunan surat pengesahan nadzir 

nomor KM.11.03?BA.03.2 tanggal 15 febuari 1999. Surat tersebut berkaitan 

 
5 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia (Yogyakarta: Pilar Media, 

2006). 112-114 
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penetapan tentang nadzir atas tanah wakaf yang menjadi objek sengketa. 

Namun, dalam perkembangan terjadi perubahan keadaan dalam 

kepengurusan nadzir. Pada 2010, dua nadzir meninggal dunia sehingga 

diperlukan penyesuain terhadap susunan nadzir. Atas kondisi tersebut, pada 

tanggal 5 maret 2010 diajukan surat  kepada KUA kecamatan krembangan 

mengenai penyempurnaan dan pengesahan susunan nadzir. Selanjutnya 

pada tanggal 31 maret 2010, KUA krembangan menerbitkan surat Nomor 

KK. 13.36.03/01/III Tahun 2010 yang menetapkan susunan nadzir 

berbentuk badan hukum, yaitu Yayasan Ta’mirul Masjid Kemayoran 

Nahdatul Ulama Surabaya. 

Pergantian dan kedudukan nadzir tersebut kemudian menimbulkan 

persoalan hukum yang dibawa ke beberapa lembaga peradilan. Perkara yang 

berkaitan dengan persoalan tersebut antara lain Perkara Nomor 

28/G/PTUN-JKT, Perkara Nomor 615/Pdt.G/2009/PN.Sby di Pengadilan 

Negeri Surabaya, serta Perkara Nomor 119/G/2013/PTUN.Sby di 

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Rangkaian perkara tersebut 

menunjukkan bahwa persoalan mengenai kedudukan dan pergantian nadzir 

telah menjadi permasalahan hukum yang berlangsung cukup panjang. 

Persoalan mengenai nadzir kemudian kembali mengalami 

perkembangan dengan adanya keputusan Badan Wakaf Indonesia 

Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2016 diterbitkan Keputusan 

Nomor 46/BWIJTM/NZ/IV/2016 tanggal 16 April 2016 mengenai 

pergantian nadzir perseorangan. Selanjutnya, pada tahun 2021 diterbitkan 
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kembali Keputusan Nomor 16/BWIJTM/NZ/IV/2021 tanggal 13 April 2021 

yang juga berkaitan dengan pergantian nadzir perseorangan atas tanah 

wakaf tersebut 

Rangkaian perubahan dan keputusan mengenai nadzir tersebut pada 

akhirnya menimbulkan sengketa yang kembali diajukan ke Pengadilan 

Agama Surabaya. Pada tanggal 16 April 2024 diajukan gugatan yang 

kemudian terdaftar dengan Nomor Perkara 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby. 

Dalam perkara tersebut, para pihak mempermasalahkan pergantian nadzir 

serta dasar hukum yang digunakan dalam perubahan kedudukan nadzir atas 

tanah wakaf yang menjadi objek sengketa. 

Perkara tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena hakim tidak 

hanya perlu mempertimbangkan ketentuan mengenai pengelolaan dan 

pergantian nadzir, tetapi juga harus menilai keabsahan tindakan yang 

dilakukan oleh para pihak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di 

persidangan. Pertimbangan tersebut kemudian dituangkan dalam ratio 

decidendi hakim hingga menghasilkan putusan terhadap sengketa yang 

diajukan. 

 Oleh karena itu, Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby penting 

untuk dikaji, khususnya untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam 

menyelesaikan sengketa pergantian nadzir serta bagaimana pertimbangan 

tersebut apabila dianalisis berdasarkan tujuan hukum Gustav Radbruch, 

yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 

 



6 
 

 
 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pergantian 

nadzir pada putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim  hakim pada Putusan Nomor 

1788/Pdt.G/2024/PA.Sby perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa 

pergantian nadzir pada Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby 

ditinjau dari perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif tujuan hukum Gustav 

Radbruch terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 

1788/Pdt.G/2024/PA.Sby, khususnya yang berkaitan dengan nilai 

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khazanah ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata Islam terkait 

wakaf. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam 

memahami bagaimana pertimbangan hakim (ratio decidendi) dikaitkan 

dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan, 
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kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini 

bisa menjadi bahan kajian tambahan bagi akademisi maupun mahasiswa 

yang tertarik pada studi hukum, terutama dalam analisis putusan 

pengadilan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai bagaimana 

hakim mempertimbangkan dan memutus sengketa pergantian 

nadzir. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi 

para praktisi hukum, khususnya hakim dan pihak-pihak yang terlibat 

dalam pengelolaan wakaf, agar dalam mengambil keputusan tetap 

memperhatikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 

Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pihak-pihak yang 

bersengketa agar lebih memahami proses dan dasar pertimbangan 

hukum dalam penyelesaian perkara serupa. 

E. Definisi Operasional 

1. Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan ihakim iadalah ibagian idari iputusan 

ipengadilaniyang iberisi ialasan imengapa ihakim imemutus suatu 

perkara dengan cara tertentu. Ini bukan sekadar kata-kata panjang di 

bawah putusan, tetapi bagian yang menunjukkan bagaimana hakim 

berpikir secara hukum dan nilai untuk sampai pada hasil yang adil dan 

dapat dipertanggung jawabkan. 
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a. Pertimbangan yuridis 

Pertimbangan iyuridis iadalah ialasan ihakim iyang ibersumber 

ilangsung idari iundang-undang, iasas ihukum, idan isumber 

ihukum ipositif ilain. iIni imenunjukkan ibagaimana ihakim 

imenafsirkan idan imenerapkan inorma ihukum iterhadap ifakta 

iyang iterjadi idalam ikasus. iDalam ikajian iyuridist, ihakim 

iakan imemutuskan, isesuai fakta iyang iterbukti 

idipersidangan,norma ihukum iyang irelevan iseperti (Undang-

Undang KUHPER) dan alasan norma terjadinya perkara.6 

b. Pertimbangan Sosiologis 

Selain mengikuti hukum tertulis, hakim juga iharus 

memperhatikan inilai ikondisi isosial, idan irasa ikeadilan iyang 

berkembang idalam imasyarakat. iPertimbangan iini idisebut 

sosiologis ikarena imelihat ihukum isebagai isesuatu iyang 

hidup idi itengah imasyarakat, ibukan ihanya iteks iformal. 

Dalam pertimbangan sosiologis, hakim juga bisa 

mempertimbnagkan, bagaimana keputusan akan diterima oleh 

Masyarakat luas, nilai-nilai sosial yang relevan dengan fakta 

 
6 Winarto, Kalaringga Iga Jambose, dan Sapan Sator Bungin, “Analisis Yuridis Pertimbangan 

Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Narkotika Di Lingkungan Peradilan Militer,” 2025hlm 234-

236, . https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1706 

  

 

https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1706
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kasus dan dampak putusan dalam kehidupan sosial pihak yang 

bersangkutan.7 

c. Pertimbangan Filosofis 

Pertimbangan ifilosofis iberkaitan idengan inilai-nilai idasar 

keadilan, moral, serta tujuan dari hukum itu sendiri. Di sini 

hakim tidak sekadar mengutip aturan, tetapi mempertanyakan 

apakah putusan sesuai dengan prinsip keadilan substantif. 

Hakim yang menggunakan pendekatan filosofis akan 

mempertimbangkan, apakah hasil iputusan 

mencerminkanikeadilan ibukan ihanya ikepatuhan idalam 

teksihukum, iapa itujuan ihakim ipada ikasus itertentu (misalnya 

rehabilitasi iatau ipencegahan i) idan iprinsip-prinsipimoral 

yang imendasari inorma ihukum iitu sendiri.8 

2. Pergantian Nadzir Wakaf 

Pergantian ini bukan sekadar perubahan nama atau penanggung 

jawab, tetapi merupakan proses transisi yang memiliki efek pada 

struktur pengelolaan wakaf secara kelembagaan dan tanggung 

jawabnya. Pergantian ini biasanya dilakukan bila nadzir sebelumnya 

tidak lagi mampu menjalankan amanahnya, seperti karena meninggal 

 
7 Sudirman Fitriyani, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan 

Agama Bogor: Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis,” Al-Mizan 19, no. 1 (2023): hlm 

111. https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/3294 
8 Benyamin Steven, Vera Rimbawani Sushanty, and Syamsudin Noer, “PROPORSIONALITAS 

KESALAHAN TERDAKWA ( Analisa Putusan Nomor : 813 K / Pid / 2023 Tentang Kasus Ferdy 

Sambo )” 3, no. 1 (2025): hlm 40. https://doi.org/10.55499/derecht.v3i1.272 

 

https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/3294
https://doi.org/10.55499/derecht.v3i1.272
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dunia, mengundurkan diri, berhalangan atau tetap tidak efektif dalam 

menjalankan tugasnya.9 

3. Teori Tujuan Gustav Radbruch 

Hukum yang digunakan untuk mengatur dan menilai perilaku 

manusia seharusnya dibentuk melalui mekanisme yang demokratis. 

Selain itu, hukum perlu dituangkan secara tertulis agar memberikan 

kejelasan, sehingga dapat menjamin kepastian dan dapat diprediksi 

dalam penerapannya. Menurut Gustav Radbruch, suatu hukum yang 

baik harus memuat tiga nilai dasar yang saling berkaitan, yaitu keadilan, 

kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut tidak boleh 

dipisahkan, karena menjadi fondasi utama dalam menilai kualitas suatu 

aturan 10 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian iini imerupakan ipenelitian ihukum inormatif, iyaitu 

ipenelitian iyang imenempatkan ihukum isebagai inorma iatau ikaidah 

yang iberlaku idalam isistem iperundang-undangan. Penelitian hukum 

normatif berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, 

asas hukum, dan putusan pengadilan sebagai bahan utama.11 

 
9 Shohiba Mazaya Mubaroka, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peraturan BWI Tentang 

Keharusan Izin Persetujuan Ahli Waris Wakif Dalam Perubahan Nadzir Maupun Peruntukan 

Wakaf,” Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik 2, no. 1 (2024): hlm 144,. 

https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.713 
10 FX Adji Samekto, Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch (Depok: Rajawali persada, 

2025).hlm 63  
11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat 

(Jakarta: Rajawali Press, 2015).hlm 13  

https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.713
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2. Pendekatan 

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan 

disesuaikan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji. 

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case 

approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Pertama, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk 

melihat dan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan wakaf 

dan pergantian nadzir. Peraturan yang digunakan antara lain Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan 

pelaksanaannya. Melalui pendekatan ini, peneliti melihat apakah 

pertimbangan dan putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. 

Kedua, pendekatan kasus digunakan dengan menelaah Putusan 

Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby sebagai 

objek utama penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami 

duduk perkara, pertimbangan hakim, serta alasan hukum yang menjadi 

dasar hakim dalam memutus sengketa pergantian nadzir. Dengan 

demikian, penelitian dapat mengetahui bagaimana ratio decidendi 

hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut 

Ketiga, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami 

konsep dan teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan 
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untuk menganalisis putusan dengan menggunakan teori tujuan hukum 

Gustav Radbruch yang mencakup keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan. Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara bersama-

sama agar pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam sengketa 

pergantian nadzir dapat dilakukan secara lebih menyeluruh..12 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam ipenelitian ihukum inormatif, idata iyang idigunakan 

ipada idasarnya ibersumber dari bahan kepustakaan. Fokusnya bukan 

pada observasi lapangan, melainkan pada penelaahan norma, asas, dan 

doktrin hukum yang terdapat dalam berbagai sumber tertulis. Oleh 

karena itu, teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi 

dokumen atau studi kepustakaan yang sistematis.  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki 

kewenangan resmi dan kekuatan mengikat karena dikeluarkan oleh 

lembaga yang berwenang. Sumber ini menjadi rujukan utama 

dalam penelitian hukum karena bersifat otoritatif dan menjadi 

dasar langsung dalam pengambilan keputusan atau pertimbangan 

hukum contoh bahan hukum skunder: 

1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 

Karena Indonesia pernah berada di bawah penjajahan   

Belanda, sistem hukum yang digunakan pun banyak 

 
12 “Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum ( Jakarta : premadia grup 2021.,”hlm 158  . 
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dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kontinental. Seperti 

negara-negara di kawasan tersebut dan wilayah bekas 

jajahannya, Indonesia menerapkan sistem civil law. Dalam 

sistem ini, sumber hukum yang paling utama adalah peraturan 

perundang-undangan yang tertulis. 

Berbeda dengan iAmerika iSerikat idan inegara-negara 

iyang imenganut isistem icommon ilaw, idi imana iputusan 

ipengadilan iatau iyurisprudensi memiliki iperan sangat 

idominan isebagai isumber ihukum, idi iIndonesia iyang 

imenjadi rujukan utama justru adalah ketentuan tertulis, 

terutama UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi.13 

2) Undang-Undang iNomor i41 iTahun i2004  iTentang iWakaf 

pasal 45-46 

Undang-Undang itentang iWakaf idapat idikategorikan 

sebagai ibahan ihukum iprimer karena memiliki kedudukan 

resmi dan kekuatan mengikat. Aturan tersebut dibentuk oleh 

lembaga yang berwenang dan menjadi dasar utama dalam 

mengatur segala hal yang berkaitan dengan wakaf. Oleh 

karena itu, dalam penelitian hukum, Undang-Undang Wakaf 

digunakan sebagai rujukan pokok karena bersifat otoritatif dan 

menjadi landasan normatif dalam menganalisis permasalahan 

yang diteliti. 

 
13 “Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum  (Jakarta prenadia grup 2017. )hlm 184.” 
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3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

Peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia 

(BWI) dapat dimasukkan sebagai bahan hukum primer karena 

memiliki kekuatan hukum dan dibuat oleh lembaga yang 

diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Aturan tersebut menjadi pedoman resmi dalam 

pelaksanaan dan pengelolaan wakaf. Oleh sebab itu, dalam 

penelitian hukum, peraturan BWI layak dijadikan rujukan 

utama karena bersifat mengikat dan memiliki otoritas dalam 

bidang perwakafan. 

4) Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 

1788/Pdt.G/2024/PA.Sby 

Putusan Pengadilan No 1788/pdt.G/2024/PA.Sby  termasuk 

bahan hukum primer karena merupakan produk resmi 

lembaga peradilan yang memiliki kekuatan hukum. Putusan 

tersebut dapat dijadikan rujukan utama dalam penelitian, 

khususnya untuk menganalisis pertimbangan hakim dan 

penerapan hukum dalam perkara yang diteliti. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder Adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenaik bahan hukum primer, seperti. 

1) Jurnal  pengertian wakaf dan nadzir 

2) Artikel pengertian wakaf dan nadzir 
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3) Kompilasi Hukum Islam 

4) Buku-buku hukum normatif 

c. Analisis Data 

Dalam melakukan penelitian hukum, terdapat beberapa tahapan 

yang perlu dilakukan. Pertama, peneliti mengidentifikasi fakta-

fakta hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, 

kemudian mengesampingkan hal-hal yang tidak memiliki 

keterkaitan agar dapat menentukan isu hukum secara lebih jelas. 

Kedua, peneliti mengumpulkan berbagai bahan hukum yang 

dianggap relevan dengan isu yang telah ditentukan. Ketiga, bahan-

bahan hukum tersebut kemudian dikaji dan dianalisis untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu 

hukum yang diteliti. Keempat, berdasarkan hasil analisis tersebut, 

peneliti menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum 

yang dapat menjawab permasalahan penelitian. Kelima, peneliti 

memberikan preskripsi atau rekomendasi yang didasarkan pada 

argumentasi hukum yang telah dibangun dari hasil penelitian. 

G. Penelitian Terdahulu 

Pertama, yang relevan adalah penelitian oleh Munawar Afandi 

(2021) dengan judul Pemberhentian dan Penggantian Nazhir oleh Ahli 

Waris Wakif14, Penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan tugas dan 

 
14 Munawar Afandi, “Pemberhentian Dan Penggantian Nazhir Oleh Ahli Waris Wakif” 5, no. 2 

(2021). https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/744/579 

 

https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/744/579
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kewajiban nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf dengan menggunakan 

Undang-Undang Wakaf sebagai dasar hukum utama. Persamaan penelitian 

terdahulu dengan peneliti terletak pada penggunaan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai landasan normatif serta 

sama-sama membahas kedudukan dan tanggung jawab nazhir dalam sistem 

perwakafan. Selain itu, kedua penelitian samasama menyoroti adanya 

ketidaksesuaian antara ketentuan normatif hukum wakaf dengan praktik 

yang terjadi di lapangan.  

Akan tetapi, perbedaan mendasarnya terletak pada ruang lingkup 

kajian dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih menekankan aspek 

empiris pelaksanaan tugas nazhir, khususnya dalam pengelolaan dan 

pelaporan wakaf, tanpa mengkaji sengketa hukum atau pergantian nazhir 

melalui putusan pengadilan. Sementara itu, peneliti secara spesifik 

mengkaji putusan di pengadilan, sehingga memiliki dimensi litigasi dan 

kepastian hukum yang tidak dibahas dalam penelitian terdahulu tersebu 

Kedua Penelitian terdahulu selanjutnya ditulis oleh Raziman 

Harahap, mahasiswa Universitas Islam Riau, dengan judul Pelaksanaan 

Pembinaan terhadap Nadzir pada Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Riau 

Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf15. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti. Penelitian terdahulu 

membahas peran Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pembinaan 

 
15 Raziman Harahap, mahasiswa Universitas Islam Riau, dengan judul Pelaksanaan Pembinaan 

terhadap Nadzir pada Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Riau Ditinjau Menurut UndangUndang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2022). https://repository.uir.ac.id/15440/1/181010726.pdf 

 

https://repository.uir.ac.id/15440/1/181010726.pdf
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terhadap nadzir guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas 

pengelolaan wakaf. Sedangkan peneliti mengkaji tentang legalitas 

pergantian nadzir menurut UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada fokus 

kajian yang sama-sama menempatkan nadzir sebagai subjek penting dalam 

sistem perwakafan serta menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf sebagai dasar normatif analisis. Namun demikian, 

penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan dan 

administratif BWI dalam pelaksanaan pembinaan nadzir, tanpa 

mengaitkannya dengan adanya sengketa hukum atau pengujian legalitas 

melalui putusan pengadilan. Peneliti berfokus pada putusan hakim soal 

pergantian nadzir yang timbul akibat sengketa wakaf serta bagaimana 

Majelis Hakim menilai keabsahan pergantian nadzir berdasarkan ketentuan 

peraturan 

Ketiga Penelitian ketiga yang relevan adalah penelitian oleh Sahrul 

Hamdan ( 2024) dengan judul Pemberhentian dan Penggantian Nazhir oleh 

Ahli Waris Wakif. 16Penelitian terdahulu mengkaji isu pemberhentian dan 

penggantian nazhir yang diusulkan oleh ahli waris wakif dengan merujuk 

pada ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta 

mekanisme yang melibatkan Badan Wakaf Indonesia dan Kantor Urusan 

Agama. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada fokus 

 
16 Syahrul Hamdan , “PERAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF 

BERDASARKAN PP NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 41 

TAHUN 2004 TENTANG WAKAF,” 2024. https://repository.uin-suska.ac.id/78032/ 

 

https://repository.uin-suska.ac.id/78032/
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kajian yang sama-sama membahas pemberhentian dan penggantian nazhir 

serta konflik hukum yang timbul akibat pergantian tersebut. 

Namun, perbedaannya terletak pada subjek pengusul pergantian 

nazhir dan forum penyelesaian sengketa. Penelitian terdahulu 

menitikberatkan pada peran ahli waris wakif dalam mengajukan pergantian 

nazhir melalui mekanisme administratif, sedangkan peneliti berfokus pada 

putusan Pengadilan Agama yang secara langsung memutus sengketa 

pergantian nazhir. Dengan emikian, penelitian penulis lebih menegaskan 

peran hakim peradilan agama dalam menjamin kepastian hukum 

pengelolaan wakaf. 

Keempat dilakukan oleh Fiki Amalia Ikromi (2025) dengan judul 

Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap 

Tugas Nazir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Masjid Imam Puro Desa 

Sukosari Babadan Kabupaten Ponorogo 17Penelitian terdahulu berfokus 

pada pelaksanaan tugas dan kewajiban nazhir dalam pengelolaan tanah 

wakaf dengan menggunakan Undang-Undang Wakaf sebagai dasar hukum 

utama. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada 

penggunaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai 

landasan normatif serta sama-sama membahas kedudukan dan tanggung 

jawab nazhir dalam sistem perwakafan. Selain itu, kedua penelitian 

 
17 Fiki Amalia Ikromi, “Tinjauan Undang-Udang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap 

Tugas Nazir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Masjid Imam Puro Desa Sukosari Kecamatan 

Babadan Kabupaten ponorogo https://etheses.iainponorogo.ac.id/32411/ 

 

https://etheses.iainponorogo.ac.id/32411/
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samasama menyoroti adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif 

hukum wakaf dengan praktik yang terjadi di lapangan. Akan tetapi, 

perbedaan mendasarnya terletak pada ruang lingkup kajian dan fokus 

penelitian. 

Penelitian terdahulu lebih menekankan aspek empiris pelaksanaan 

tugas nazhir, khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan wakaf, tanpa 

mengkaji sengketa hukum atau pergantian nazhir melalui putusan 

pengadilan Sementara itu, peneliti secara spesifik mengkaji putusan di 

pengadilan, sehingga memiliki dimensi litigasi dan kepastian hukum yang 

tidak dibahas dalam penelitian terdahulu tersebut. 

Kelima penelitian yang relevan dengan kajian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Husnia Hilmi Wahyuni dkk. (2025) dengan judul 

Analisis Normatif terhadap Kewenangan Badan Wakaf Indonesia dalam 

Penggantian Nazhir (Putusan PTUN Semarang Nomor 

5/G/2025/PTUN.Smg) 18Penelitian terdahulu mengkaji legalitas 

kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam melakukan penggantian 

nazhir yang diuji melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara. 

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan 

menitikberatkan analisis pada putusan pengadilan sebagai objek kajian 

hukum. 

 
18 Husnia Hilmi Wahyuni , “Analisis Normatif Terhadap Kewenangan Badan Wakaf Indonesia 

Dalam Penggantian Nazhir : Studi Putusan PTUN Semarang Nomor,” no. 3 (2025), . 

https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/2145 

 

https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/2145
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Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus 

kajian yang sama-sama membahas legalitas penggantian nazhir berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta penggunaan 

pendekatan normatif melalui studi putusan pengadilan. Namun demikian, 

perbedaannya terletak pada forum peradilan dan fokus kewenangan yang 

dianalisis.  

Penelitian terdahulu berada dalam rezim hukum administrasi negara 

dengan objek sengketa kewenangan BWI yang diperiksa oleh PTUN, 

sedangkan peneliti mengkaji putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 

1788/Pdt.G/2024/PA.Sby yang berada dalam lingkup peradilan agama. 

Dengan demikian, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada 

pertimbangan hakim melalui mekanisme peradilan agama, bukan sengketa 

tata usaha negara. 

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1 Munawar 

Afandi 

(2021) 

Pemberhentian dan 

Penggantian Nazhir 

oleh Ahli Waris Waki 

Sama-sama focus 

kajian yang 

samasama 

membahas 

pemberhentian 

dan penggantian 

nazhir serta 

konflik hukum 

yang timbul 

akibat pergantian 

tersebu 

Perbedaan pada 

subjek pengusul 

pergantian 

nazhir dan 

forum 

penyelesaian 

sengket 

2 Raziman 

Harahap 

(2022) 

Pelaksanaan 

Pembinaan terhadap 

Nadzir pada Badan 

Wakaf Indonesia di 

Provinsi Riau Ditinjau 

Menurut 

sama-sama 

menempatkan 

nadzir sebagai 

subjek penting 

dalam sistem 

perwakafan serta 

membahas peran 

Badan Wakaf 

Indonesia dalam 

melakukan 

pembinaan 

terhadap inadzir 
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UndangUndang 

Nomor 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf 

menggunakan 

UndangUndang 

Nomor 41 Tahun 

2004 tentang 

Wakaf sebagai 

dasar normatif 

analisis. 

guna 

meningkatkan 

kualitas dan 

profesionalitas 

pengelolaan 

wakaf 

sedangkan 

peneliti 

membahas 

3 Syahrul 

Hamdan 

(2024) 

Peran Nazhir dalam 

Pengelolaan Tanah 

Wakaf Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 

2006 tentang 

Pelaksanaan 

UndangUndang 

Nomor 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf 

sama-sama 

penggunaan 

peraturan 

pelaksana 

UndangUndang 

Wakaf sebagai 

landasan kajian 

hukum 

peneliti 

terdahulu 

membahas tugas 

nadzir dalam 

pengelolaan 

tanah wakaf 

sedangkan 

peneliti 

membahas 

putusan 

pengadilan 

tentang 

pergantian 

nadzir 

4 Fiki 

Amalia 

Ikromi 

(2025 

Tinjauan 

UndangUndang 

Nomor 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf 

terhadap Tugas Nazir 

dalam Pengelolaan 

Tanah Wakaf Di 

Masjid Imam Puro 

Desa Sukosari 

Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo 

penelitian 

terdahulu dengan 

peneliti terletak 

pada penggunaan 

UndangUndang 

Nomor 41 Tahun 

2004 tentang 

Wakaf sebagai 

landasan normatif 

serta sama-sama 

membahas 

kedudukan dan 

tanggung jawab 

nazhir dalam 

sistem 

perwakafan 

perbedaan 

mendasarnya 

terletak pada 

pembahasan dan 

fokus penelitian 

5  

Husnia 

Hilmi 

Wahyuni 

dkk. 

.(2025) 

Analisis Normatif 

terhadap Kewenangan 

Badan Wakaf 

Indonesia dalam 

Penggantian Nazhir 

(Putusan PTUN 

Sama-sama fokus 

kajian yang 

membahas 

penggantian 

nazhir menurut 

UndangUndang 

Nomor 41 Tahun 

perbedaannya 

terletak pada 

forum peradilan 

dan fokus 

kewenangan 

yang dianalisis 
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Semarang Nomor 

5/G/2025/PTUN.Smg 

2004 tentang 

Wakaf 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk imemberikan igambaran iyang iruntut imengenai iisi 

penelitian, ipenulisan iskripsi iini idisusun ike idalam ilima ibab iyang 

saling iberkaitan, iyaitu isebagai iberikut: 

BAB iI: iBab iini iberisi iuraian idasar iyang imenjadi ilandasan 

penelitian. iDi idalamnya imemuat ilatar ibelakang imasalah iyang 

menjelaskan ialasan ipentingnya ipenelitian idilakukan, iidentifikasi idan 

rumusan imasalah, itujuan ipenelitian, imanfaat ipenelitian, ikajian 

terdahulu, ikerangka iteori, iserta imetode ipenelitian. iPada ibagian metode 

penelitian idijelaskan imengenai ijenis ipenelitian, ipendekatan ipenelitian, 

sumber ibahan ihukum, iteknik ipengumpulan ibahan ihukum, idan iteknik 

analisis ibahan ihukum iyang idigunakan idalam ipenelitian iini. iSelain iitu, 

bab iini ijuga imemuat isistematika ipenulisan isebagai igambaran 

keseluruhan iisi iskripsi. 

BAB II: Bab ini memuat landasan teori dan konsep-konsep yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi 

konsep pertimbangan hakim dalam memutus perkara, pengertian dan 

kedudukan nadzir dalam pengelolaan wakaf, tugas dan kewajiban nadzir, 

syarat-syarat menjadi nadzir, serta sebab-sebab pemberhentian nadzir 

menurut ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pada bab ini juga 

dibahas teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menitikberatkan pada 
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tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan 

sebagai alat analisis dalam penelitian. 

BAB iIII: iBab iini imemuat ihasil ianalisis 

terhadapipertimbanganihukum imajelis ihakim idalam imenyelesaikan 

sengketa ipergantian inadzir ipada iPutusan iNomor 

1788/Pdt.G/2024/PA.Sby. iFokus ipembahasan idiarahkan ipada idasar 

pertimbangan ihakim, ialasan iyuridis iyang idigunakan, ifakta-fakta hukum 

yang idipertimbangkan, iserta ipertimbangan hakim pada Putusan Nomor 

1788/Pdt.G/2024/PA.Sby dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. 

Analisis dilakukan dengan melihat sejauh mana putusan hakim 

mencerminkan unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi 

para pihak maupun masyarakat. 

Bab ini secara khusus bertujuan menjawab rumusan masalah 

pertama dan rumusan masalah dua , yaitu mengenai bagaimana ratio 

decidendi hakim dalam memutus sengketa pergantian nadzir  dan  

bagaimana penerapan teori Gustav Radbruch dalam ratio decidendi hakim 

pada putusan tersebut. 

BAB IV: Bab iini iberisi ikesimpulan idari iseluruh ipembahasan 

yang itelah idiuraikan ipada ibab-bab isebelumnya. iKesimpulan idisusun 

sebagai ijawaban iatas irumusan imasalah ipenelitian. iSelain iitu, ibab iini 

juga imemuat isaran-saran iyang idiharapkan idapat imenjadi imasukan bagi 

ipihak iterkait imaupun ibagi ipenelitian iselanjutnya.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Pertimbangan Hakim 

1. Pertimbangan Hakim 

Bisa dimaknai sebagai cara berpikir dan alasan yang dipakai oleh 

hakim ketika memutus suatu perkara. Ini bukan sekadar ucapan formal, 

melainkan bagian penting dari putusan yang menunjukkan bagaimana 

sebuah keputusan lahir dari fakta persidangan, bukti-bukti, aturan hukum, 

dan pemahaman atas keadilan. Hakim tidak semata membaca 

undangundang, tapi juga menimbang apa yang terjadi secara konkret di 

pengadilan sebelum sampai. 

Dalam konteks itu, pertimbangan hakim adalah penjabaran alasan 

hukum dan non-hukum yang ditulis secara tertulis dalam putusan, yang 

kemudian menjadi dasar sah putusan tersebut. Dengan kata lain, bagian 

pertimbangan adalah upaya hakim untuk menjelaskan “mengapa ia 

memutus seperti itu”, bukan sekadar “apa hasilnya19. Secara umum dalam 

kompenten pertimbangan hakim ada dua komponen yang harus berkaitan 

yaitu: 

 
19 Andi Hakim Lubis and Mhd. Hasbi, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu 

Putusan Di Persidangan Perkara Pidana,” Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 12 (2024): hlm 357. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.10441033 

https://doi.org/10.5281/zenodo.10441033
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a. Pertimbangan Yuridis 

Ini adalah alasan yang ibersumber idari iaturan ihukum iyang iberlaku 

dan ifakta iyang idiperoleh idi ipersidangan. iHakim imenyusun 

pertimbangan iyuridis berdasarkan: 

a) Fakta perkara yang telah terbukti secara sah di siding 

b) Alat bukti yang mendukung fakta tersebut 

c) Bukti-bukti dan keterangan ahli bersifat.20 

b. Pertimbangan Non Yuridis 

Pertimbangan inon-yuridis iadalah ialasan iyang idigunakan ihakim 

dalam imemutus iperkara iyang itidak isemata-mata ibersumber idari 

teks undang-undang. Artinya, selain melihat aturan hukum yang 

tertulis, hakim juga memperhatikan faktor di luar norma formal, seperti 

kondisi pribadi para pihak, latar belakang sosial, dampak putusan 

terhadap keluarga, atau keadaan yang meringankan dan memberatkan. 

Dalam praktik peradilan, pertimbangan non-yuridis sering muncul 

ketika hakim menilai situasi konkret terdakwa atau para pihak. 

Misalnya, dalam perkara pidana, hakim bisa mempertimbangkan 

apakah terdakwa menyesali perbuatannya, memiliki tanggungan 

keluarga, atau belum pernah dihukum sebelumnya. Hal-hal seperti ini 

 
20 Andi Hakim Lubis and Mhd. Hasbi, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu 

Putusan Di Persidangan Perkara Pidana,” Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 12 (2024): hlm 357. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.10441033 

 

https://doi.org/10.5281/zenodo.10441033
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tidak selalu diatur secara rinci dalam pasal undang-undang, tetapi tetap 

relevan untuk mewujudkan putusan yang adil dan professional.21 

c. Pertimbangan Filosofis 

Dalam ipenerapannya, ipertimbangan ifilosofis iini imembantu ihakim 

untuk imenilai iapakah isuatu ikeputusan itidak ihanya itepat isecara 

hukum, itetapi ijuga iselaras idengan inilai ikemanusiaan iyang ihidup 

dalam imasyarakat. iIa imempertimbangkan ikonteks isosial, imoral, 

etika, idan iprinsip ikeadilan iuniversal iyang imenjadi idasar ihukum 

iitu sendiri. Dengan demikian, pertimbangan filosofis berperan sebagai 

landasan nilai yang lebih fundamental, yang membimbing hakim untuk 

menghasilkan putusan yang tidak hanya sah, tetapi juga adil dan 

bermakna bagi seluruh pihak yang terlibat. 

Bahwa asas filosofis dalam pertimbangan hakim “menitikberatkan pada 

kebenaran dan keadilan yang berpedoman pada hukum, yang tidak 

terlepas dari konteks sosial, pengalaman, dan pengetahuan hakim 

sendiri.” Intinya, aspek ini bukan sekadar logika formal, tetapi 

mencakup kebijaksanaan dan pemahaman mendalam akan tujuan 

hukum sebagai pencipta keadilan bagi manusia dan masyarakat.22 

 
21 Adam srely dkk,Pertimbangan hakim dalam tindak pidana penganiayaan,Universitas Pattimura, 

10, no. 4 (2025): hlm 4197. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i4.58207 

 
22 Eka Fajar Nugraha, Gregorius Hermawan Kristyanto, dan Yoyon M. Darusman, “Ratio decidendi 

Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme (Studi 

Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2021/PN JKT.Tim),” Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan 

Humaniora 2, no. hlm 196 , . https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/2146 

 

https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i4.58207
https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/2146
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d. Pertimbangan Sosiologis 

Pertimbangan isosiologis iadalah icara ipandang ihakim iyang 

mempertimbangkan ikondisi isosial idan inilai iyang ihidup di 

masyarakat ketika menjatuhkan putusan. Hukum tidak berdiri di ruang 

kosong; ia tumbuh dan berlaku di tengah masyarakat yang memiliki 

norma, budaya, dan rasa keadilan tertentu. 

Ketika hakim menggunakan pertimbangan sosiologis, ia mencoba 

melihat lebih luas dari sekadar bunyi pasal. Hakim mempertimbangkan 

bagaimana dampak putusan tersebut bagi masyarakat, apakah putusan 

itu sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang, dan apakah 

keputusan tersebut dapat diterima sosial23 

B. Konsep Nadzir 

1. Pengertian Nadzir 

Nadzir imerupakan ikelompok iatau iorang iataupun ibadan ihukum 

iyang idiserahi itugas ipemeliharaan idan ipengurusan ibenda iwakaf. 

Nazhir imerupakan ipihak iyang imenerima iamanah idari iwakif iuntuk 

mengelola idan imengembangkan iharta ibenda iwakaf isesuai idengan 

peruntukan iyang itelah iditetapkan. iDalam ikonteks ipengelolaan. wakaf, 

nazhir iberperan isebagai ipengelola iyang ibertanggung ijawab imenjaga 

 
23 Yoyon Mulyana Darusman, Elmer Micu Soriano, and Bhanu Prakash Nunna, “Ratio decidendi 

Hakim Dalam Memutuskanperkara Tindak Pidana Terorismedan Pendanaan Terorisme,” Kultura 

(2024),2(8 (2024): 191–211, . https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/2146 

https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/2146
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ikeberlangsungan imanfaat iwakaf iagar tetap memberikan kemaslahatan 

secara berkelanjutan24 

Dalam terminologi fikih, Manshur bin Yunus al-Buhuti dalam Kitab 

Kasyf al-Qinā’ mendefinisikan nazhir sebagai pihak yang memiliki 

kewenangan atas harta wakaf untuk mengelolanya, menjaga hasil 

pengembangannya, serta melaksanakan syarat dan ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh wakif. Dengan demikian, nazhir berkewajiban memastikan 

bahwa pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan tujuan dan kehendak 

pewakaf.25 

Sejalan dengan pengertian tersebut, ketentuan umum dalam 

Undang-Undang iNomor i41 iTahun i2004 iPasal i1 imenyebutkan bahwa 

nazhir iadalah ipihak iyang imenerima iharta ibenda iwakaf idari wakif 

untuk idikelola idan idikembangkan isesuai idengan peruntukannya.23 

Definisi ini menegaskan posisi nazhir sebagai pengelola wakaf yang 

memiliki tanggung jawab hukum dan moral dalam menjaga serta 

mengoptimalkan manfaat harta wakaf. 

2. Syarat Nadzir 

Nadzir imerupakan ipihak iyang idiberi ikewenangan iuntuk 

mengelola idan imengembangkan iharta iwakaf. iOleh ikarena iitu, 

 
24 Mudloaf, Khoirudidin Nasution, and Dardiri Hasyim, “IMPLEMENTASI KOMPETENSI 

NAZHIR WAKAF DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMAT DI KOTA 

SURAKARTA 2024” 11, no. 41 (2025). https://jurnal.stie-

aas.ac.id/index.php/jei/article/view/16705?articlesBySimilarityPage=5 

 

 
25 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, “Keputusan Komisi B (Maudhu’iyah) Bahtsul 

Masa’il PWNU Jawa Timur” (Jombang: PWNU Jawa Timur, 2015). 

https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/16705?articlesBySimilarityPage=5
https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/16705?articlesBySimilarityPage=5
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peraturan iperundang-undangan imenetapkan isejumlah ipersyaratan yang 

iharus iidipenuhi iioleh iinadzir, ibaik iyang iberbentuk iperorangan 

maupun ibadan ihukum, iguna imenjamin ipengelolaan iwakaf iberjalan 

sesuai idengan itujuan idan iketentuan ihukum iyang iberlaku. 

Adapun syarat menjadi nadzir perseorangan sebagai berikut: 

a. Berkeluargaan iIndonesia. 

b. Beragama iIslam. 

c. Telah mencapai iusia idewasa. 

d. Sehat secara ijasmani idan irohani. 

e. Tidak berada idalam ikeadaan idi ibawah ipengampunan. 

f. Bertempat itinggal idi iwilayah ikecamatan itempat iobjek wakaf 

berada. 

Sementara itu, apabila nadzir berbentuk badan hukum, maka 

persyaratan yang harus dipenuhi adalah: 

a. Merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum 

Indonesia. 

b. Berkedudukan dan menjalankan kegiatan di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia26. 

 

3. Kewajiban dan Hak Nadzir 

Nadzir imemiliki itanggung ijawab ihukum idalam ipengelolaan 

harta iwakaf ibeserta ihasil ipemanfaatannya. iOleh ikarena iitu, iperaturan 

perundang-undangan imenetapkan ikewajiban-kewajiban itertentu iyang 

harus idilaksanakan ioleh inadzir iguna imenjamin iagar ipengelolaan 

iwakaf iberjalan sesuai dengan tujuan perwakafan dan ketentuan yang 

berlaku. Adapun kewajiban nadzir antara berikut: 

a. Pengelola bertanggung jawab atas seluruh harta kekayaan wakaf 

beserta hasil pengembangannya. 

b. Melaksanakan perwakafanisesuaiidengan itujuan iwakaf 

iberdasarkan iketentuan iyang iditetapkan ioleh iMenteri 

iAgama. 

 
26  Kompilasi Hukum Keluarga Islam (KHI)  
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c. Menyusun idan imenyampaikan ilaporan isecara iberkala 

imengenai iseluruh ihal iyang imenjadi itanggung ijawabnya 

ikepada iKepala iKantor iUrusan iAgama i(KUA) iKecamatan 

isetempat, idengan itembusan ikepada iMajelis iUlama 

iKecamatan idan iCamat isetempat.27 

 

4. Pemberhentian Nadzir Menurut Undang-Undang 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf pasal 45 

Pemberhentian untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan 

wakaf isecara itertib idan ibertanggung ijawab. iKetentuan iini 

memberikan idasar ihukum imengenai ialasan ipemberhentian inadzir 

serta imekanisme ipengisian ikekosongan ijabatan inadzir iagar 

pengelolaan iwakaf itetap iberjalan isesuai idengan iketentuan iyang 

berlaku. iNadzir idapat idiberhentikan ioleh iKepala iKantor iUrusan 

Agama i(KUA) iKecamatan ikarena ibeberapa alasan, yaitu: 

a. Meninggal idunia. 

b. Mengajukan ipermohonan iberhenti iatas ikehendak isendiri. 

c. Tidak ilagi imampu imelaksanakan ikewajibannya isebagai 

inadzir. 

d. Melakukan itindak ipidana isehingga idijatuhi ihukuman. 

Apabila terjadi kekosongan jabatan nadzir akibat salah satu alasan 

tersebut, maka pengangkatan nadzir pengganti dilakukan oleh iKepala 

Kantor iUrusan iAgama iKecamatan iberdasarkan isaran idari iMajelis 

Ulama iKecamatan idan iCamat isetempat. iNadzir iyang iberhenti ikarena 

meninggal idunia itidak isecara iotomatis idigantikan ioleh isalah isatu 

iahli iwarisnya.28 

 
27 Kompilasi Hukum Islam  
28 Kompilasi Hukum Islam ( KHI) 
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C. Teori Gustav Radbruch 

1. Biografi Gustav Radbruch 

Gustav iRadbruch imerupakan iseorang ifilsuf ihukum idan iahli 

hukum iasal iJerman iyang ilahir ipada i21 iNovember i1878 idi iLübeck, 

Jerman, idan iwafat ipada i23 iNovember i1949 idi iHeidelberg. iIa dikenal 

isebagai isalah isatu ipemikir ihukum ipaling iberpengaruh ipada iabad 

ike-20, terutama melalui gagasannya mengenai hubungan antara hukum, 

keadilan, dan kepastian hukum. Radbruch menempuh pendidikan hukum 

di beberapa universitas ternama di Jerman, seperti University of Munich, 

University of Leipzig, dan University of Berlin. Setelah menyelesaikan 

studinya, ia berkarier sebagai dosen dan profesor hukum pidana. 

Selain sebagai akademisi, Radbruch juga aktif di bidang politik. Ia 

menjadi anggota Partai Demokrat Sosial Jerman serta pernah menjabat 

sebagai Menteri Kehakiman Republik Weimar pada tahun 1921–1922 dan 

kembali menjabat pada tahun 1923. Pengalaman tersebut memberi 

pengaruh besar terhadap pandangannya mengenai pentingnya hukum yang 

tidak hanya iberorientasi ipada iaturan iformal, itetapi ijuga iharus 

imemperhatikan irasa ikeadilan idalam imasyarakat. 

Hingga saat ini, gagasan Gustav Radbruch tetap relevan dan sering 

digunakan dalam penelitian hukum, termasuk untuk menganalisis 

pertimbangan hakim, konflik norma, serta pencarian keseimbangan antara 

keadilan substantif dan kepastian hukum iformal. iPemikirannya 
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imemberikan ilandasan ibahwa ihukum itidak icukup ihanya isah isecara 

iprosedural, itetapi ijuga iharus iselaras.29 

Pemikiran Radbruch banyak memengaruhi perkembangan filsafat 

hukum modern, khususnya dalam perdebatan antara hukum positif dan 

hukum alam. Ia menempatkan tiga inilai idasar ihukum iyang iharus 

berjalan iseimbang, iyaitu ikeadilan, ikepastian ihukum, idan kemanfaatan. 

Ketiga unsur tersebut hingga kini sering dijadikan rujukan dalam kajian 

hukum, termasuk di Indonesia, terutama dalam menilai putusan hakim dan 

kebijakan hukum yang berorientasi pada keadilan suntantif.30 

2. Tujuan Hukum  Gustav Radbruch 

Pemikiran Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum seharusnya 

memuat nilai-nilai dasar yang mampu menjamin kehidupan manusia yang 

adil dan setara. Nilai-nilai tersebut meliputi keadilan, ikemanfaatan, idan 

kepastian ihukum. iKetiganya iharus iberjalan beriringan, karena menjadi 

tolok iukur idalam imenilai iapakah isuatu ihukum isudah imampu 

memberikan iperlindungan idan keseimbangan.31 

3. Keadilan 

Menurut Gustav Radbruch, keadilan merupakan gagasan mendasar 

yang melandasi keberadaan hukum secara universal. Jika dilihat dari 

 
29 F X Adji Samekto, Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch (Depok: Rajawali Pers, 

2025).hlm 1-10 
30 Adiansyah and dkk., “Reaktualisasi Konsep Recht Idee Gustav Radbruch Sebagai Fondasi Hukum 

Progresif Indonesia,” SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 5, no. 1 (2026). Hlm 

182.https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/5137/4163 
31 F X Adji Samekto, Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch (Depok: Rajawali Pers, 

2025).hlm 67 

https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/5137/4163
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perkembangan sejarah, konsep keadilan ternyata tidak bersifat tunggal, 

melainkan beragam sesuai dengan praktik yang berkembang di berbagai 

bangsa di dunia. Artinya, pemahaman tentang keadilan terbentuk 

berdasarkan perbedaan ruang dan waktu. 

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa bentuk keadilan yang 

dikenal, seperti keadilan berdasarkan hukum alam, keadilan komutatif, 

keadilan kontribusi (kontributif), dan keadilan distributif. Masing-masing 

memiliki cara pandang tersendiri dalam melihat bagaimana keadilan 

seharusnya diterapkan dalam masyarakat. 

Dari ipenjelasan itersebut, idapat idipahami ibahwa isistem hukum 

modern sangat dipengaruhi oleh berkembangnya paradigma positivisme 

hukum. Hal ini karena hukum modern cenderung dibangun atas dasar 

pemikiran yang rasional, sistematis, dan menekankan pada aturan tertulis 

sebagai dasar utama dalam penegaan.32 

4.  Kepastian Hukum 

Pemikiran Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum saat ini 

sering dipandang sebagai bagian penting dari prinsip rule of law yang 

diakui secara luas di berbagai negara. Pandangan ini berbeda dengan 

 
32F X Adji Samekto, Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch (Depok: Rajawali Pers, 2025  

hlm 36 
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sebagian pemikir hukum di Amerika yang tidak selalu menempatkan 

kepastian hukum sebagai hal yang utama. 

Radbruch juga menjelaskan bahwa dalam praktiknya, upaya untuk 

mewujudkan ikeadilan, ikepastian ihukum, idan ikemanfaatan itidak selalu 

berjalan iseimbang. Ketiganya kerap berada dalam posisi yang saling 

tarik-menarik, sehingga hakim atau penegak hukum harus mampu 

menempatkan prioritas secara tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi.33 

5.  Kemanfaatan Hukum 

 Kemanfaatan imenekankan ibahwa iputusan ihakim isemestinya 

imampu imemberikan inilai iguna ibagi ipara ipihak iyang iberperkara 

imaupun imasyarakat secara umum. Oleh karena itu, keputusan yang 

dijatuhkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus dapat 

dilaksanakan secara efektif serta menghadirkan dampak yang baik bagi 

kepentingan Bersama.34

 
33  F X Adji Samekto, Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch (Depok: Rajawali Pers, 

2025.hlm70. 
34 Reynold Simandjuntak et al., “Civilia : Peran Hakim Dalam Menjamin Keadilan Dan Kepastian 

Hukum Dalam Proses Peradilan Civilia :” 7, no. 1 (2024): 189–92.  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pertimbangan hakim Dalam Memutus Sengketa Pergantian Nadzir 

Dalam Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby 

1. Duduk Perkara Putusan 

Perkara Perkara iNomor i1788/Pdt.G/2024/PA.Sby imerupakan 

sengketa iwakaf iyang iberhubungan idengan ikeberadaan idan 

pengelolaan itanah iwakaf iyang iterletak idi iJalan iIndrapura  Nomor 

i2, iSurabaya. Tanah tersebut tercatat dalam Sertifikat Tanah Wakaf 

Nomor 4 Tahun 1999, dengan luas kurang lebih 8.900 m. 

Tanah tersebut pada awalnya merupakan tanah milik H.M. 

Chamim Madjid yang kemudian diwakafkan untuk kepentingan 

masjid. Pelaksanaan wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf 

Nomor KM.11.03/BA.03.2 Tahun 1999 tertanggal 15 Februari 1999 

yang dibuat di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Krembangan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. 

Dalam akta tersebut, tanah dimaksud diperuntukkan bagi 

kepentingan masjid dan pada saat itu terdapat susunan nadzir yang 

berkaitan dengan Yayasan Ta’mirul Masjid Kemayoran Surabaya35. 

Tanah wakaf tersebut selanjutnya menjadi bagian penting dari 

kegiatan keagamaan dan pendidikan yang berada di lingkungan 

 
35 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby, hlm. 15. 
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Masjid Kemayoran Surabaya. Di atas tanah tersebut terdapat 

bangunan masjid beserta fasilitasnya dan sebagian bangunan yang 

berkaitan dengan kegiatan pendidikan Ta’miriyah. 

Oleh karena itu, keberadaan tanah wakaf tersebut tidak hanya 

mempunyai fungsi keagamaan, tetapi juga mempunyai hubungan 

dengan kegiatan pendidikan yang telah berlangsung di kawasan 

tersebut. Dalam dalilnya, Penggugat menerangkan bahwa tanah wakaf 

tersebut merupakan salah satu harta kekayaan tetap yang berkaitan 

dengan Yayasan iTa’mirul iMasjid iAgung iKemayoran iSurabaya.36 

Para Penggugat dalam perkara ini terdiri atas Yayasan Ta’mirul 

Masjid Agung Kemayoran Surabaya sebagai Penggugat I dan Drs. H. 

Bambang Sukarsono sebagai Penggugat II. Penggugat I menjelaskan 

bahwa yayasan tersebut sebelumnya bernama Yayasan Ta’mirul 

Masjid Kemayoran Surabaya. 

Perubahan inama idilakukan idalam irangka imenyesuaikan 

keberadaan iyayasan idengan iketentuan iperaturan iperundang-

undangan imengenai iyayasan. iPerubahan itersebut idituangkan 

dalam iAkta iNomor i16 itanggal i9 iJuli i2013 idan ikemudian 

memperoleh ipengesahan idari iMenteri iHukum idan iHak iAsasi 

Manusia iRepublik iIndonesia. Penggugat II sendiri disebut 

mempunyai hubungan dengan yayasan dan pernah berkedudukan 

 
36 Direktori Putusan Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 7-9 
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sebagai anggota pengurus sekaligus berkaitan dengan kedudukan 

nadzir37. 

Persoalan kemudian berkembang ketika terjadi perubahan dalam 

susunan dan kedudukan nadzir atas tanah wakaf tersebut. Menurut 

Para Penggugat, pada saat awal wakaf, tanah tersebut tercatat dengan 

nadzir yang berkaitan dengan Yayasan Ta’mirul Masjid Kemayoran 

Surabaya. Namun, dalam perkembangannya, terjadi beberapa kali 

perubahan susunan nadzir. 

Salah satu perubahan penting terjadi pada tahun 2010 melalui 

Penetapan Nadzir Nomor iKk.13.36.03/01/III iTahun i2010 itanggal 

31 iMaret i2010. iPenetapan itersebut iberkaitan idengan iYayasan 

Ta’mirul iMasjid iKemayoran iNahdlatul iUlama iSurabaya iatau 

Masjid iRoudlatul iMusyawarah.38 

Perubahan tersebut menurut Para Penggugat mempunyai 

persoalan tersendiri karena pada waktu penetapan nadzir tahun 2010 

dilakukan, pada saat yang bersamaan telah berlangsung sengketa 

mengenai keberadaan yayasan di Pengadilan Negeri Surabaya. 

Sengketa tersebut terdaftar dengan Nomor 615/Pdt.G/2009/PN.Sby. 

Perkara tersebut pada pokoknya mempermasalahkan keberadaan 

yayasan yang dianggap sebagai yayasan tandingan. Pengadilan Negeri 

Surabaya kemudian memberikan putusan yang pada pokoknya 

 
37 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 5-7 
38 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 42-46 
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menyatakan bahwa Yayasan Ta’mirul Masjid Kemayoran Surabaya 

yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 3 Maret 1976 

merupakan yayasan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, 

sedangkan yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 60 

tanggal 28 November 2008 dinyatakan cacat hukum dan tidak sah39. 

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut kemudian diajukan 

banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 

198/PDT/2013/PT.SBY. Pengadilan Tinggi Surabaya pada akhirnya 

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. 

Menurut uraian Para Penggugat dalam perkara yang diperiksa 

Pengadilan Agama Surabaya, putusan tersebut telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap karena terhadap putusan banding tersebut tidak 

diajukan kasasi. Dengan adanya putusan tersebut, Para Penggugat 

beranggapan bahwa kedudukan Yayasan Ta’mirul Masjid Kemayoran 

Surabaya sebagai yayasan lama telah memperoleh kepastian hukum40. 

Meskipun telah terdapat putusan mengenai status yayasan, 

persoalan mengenai nadzir tanah wakaf masih terus berkembang. 

Pada tanggal 13 Februari 2012, Kantor Pertanahan Kota Surabaya II 

melakukan perubahan terhadap pencantuman nadzir dalam Sertifikat 

Tanah Wakaf Nomor 4 Tahun 1999. Dalam perubahan tersebut, nama-

nama nadzir yang dicantumkan mengalami perubahan dari susunan 

 
39 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 10-12 

 
40 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 12 
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sebelumnya. Para Penggugat kemudian mempersoalkan tindakan 

tersebut karena menurut mereka perubahan tersebut tidak sesuai 

dengan kedudukan nadzir badan hukum yang sebelumnya telah 

ditetapkan41. 

Para Penggugat juga mendalilkan bahwa ketika perubahan 

sertifikat dilakukan pada tahun 2012, sedang berlangsung sengketa di 

Pengadilan Negeri Surabaya. Bahkan, menurut dalil Para Penggugat, 

sebelumnya telah terdapat permohonan pemblokiran terhadap 

sertifikat tersebut, tetapi perubahan tetap dilakukan. 

Atas dasar itu, Para Penggugat menganggap tindakan Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya II dalam mengubah pencantuman nadzir 

pada sertifikat wakaf mempunyai cacat hukum. Mereka 

menghubungkan persoalan tersebut dengan ketentuan mengenai tata 

pendaftaran tanah wakaf, khususnya mengenai bagaimana nama 

nadzir dicantumkan dalam sertifikat apabila nadzir berbentuk badan 

hukum42. 

Persoalan kembali muncul pada tahun 2016. Badan Wakaf 

Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur menerbitkan Keputusan 

Nomor 46/BWIJTM/NZ/IV/2016 tanggal 18 April 2016 tentang 

Penggantian Nadzir Perseorangan Tanah Wakaf Masjid Kemayoran 

Surabaya. Berdasarkan keputusan tersebut, terjadi perubahan 

 
41 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 41-43 
42 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 42-43 
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kedudukan nadzir atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 4 Tahun 1999. 

Susunan nadzir yang ditetapkan antara lain terdiri atas Drs. Harmani, 

H. Achmad Yusa, KH. Kikin A. Hakim, KH. Abdur Rahman Navis, 

dan H. Rois Faqih43 

Setelah keputusan BWI tersebut, Kantor Pertanahan Kota 

Surabaya II kembali melakukan perubahan pencantuman nadzir dalam 

Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 4 Tahun 1999 pada tanggal 28 

September 2016. Para Penggugat berpendapat bahwa perubahan 

tersebut tidak dapat dipisahkan dari Keputusan BWI Nomor 

46/BWIJTM/NZ/IV/2016. Karena Para Penggugat menganggap 

keputusan BWI tersebut bermasalah, maka perubahan yang dilakukan 

oleh Kantor Pertanahan juga dianggap ikut mempunyai persoalan 

hukum44. 

Perubahan nadzir kembali terjadi pada tahun 2021. Badan Wakaf 

Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur menerbitkan Keputusan 

Nomor 16/BWIJTM/NZ/IV/2021 tanggal 13 April 2021 mengenai 

penggantian nadzir perseorangan tanah wakaf Masjid Kemayoran 

Surabaya. 

Dalam keputusan tersebut ditetapkan susunan nadzir yang terdiri 

atas Drs. Harmani sebagai ketua, KH. Abdurrahman Nafis sebagai 

sekretaris, KH. Kikin A. Hakim sebagai bendahara, serta beberapa 

 
43 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 46 
44 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 44-45 
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anggota, yaitu Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Nuh, Laksamana Madya H. 

Hari Bowo, Prof. Dr. Muhammad Mas’ud, dan Agus Widyantoro, 

S.H., M.H45. 

Menurut Para Penggugat, rangkaian perubahan nadzir tersebut 

menimbulkan persoalan karena mereka tetap menganggap Yayasan 

Ta’mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya mempunyai hubungan 

hukum dengan tanah dan bangunan yang berada di atas tanah wakaf. 

Para. 

Penggugat ijuga imendalilkan ibahwa isebagian ibesar itanah idan 

bangunan imasih idikelola ioleh iPenggugat I, sedangkan sebagian 

kecil kawasan, terutama bangunan Masjid Kemayoran dan beberapa 

ruangan pada salah satu gedung, berada dalam penguasaan pihak-

pihak yang berkedudukan sebagai nadzir berdasarkan keputusan 

BWI46. 

Dengan demikian, pokok persoalan yang kemudian dibawa ke 

Pengadilan Agama Surabaya tidak hanya berkaitan dengan siapa yang 

secara administratif tercatat sebagai nadzir, tetapi juga menyangkut 

dasar hukum dari perubahan nadzir tersebut. Para Penggugat 

 
45 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 47 
46 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 48 
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mempersoalkan apakah perubahan dari nadzir badan hukum menjadi 

nadzir perseorangan telah dilakukan sesuai dengan.  

Ketentuan ihukum iwakaf iserta iapakah ipihak-pihak iyang 

melakukan perubahan tersebut mempunyai kewenangan yang sah. 

Para Penggugat juga mengaitkan persoalan tersebut dengan putusan 

Pengadilan Negeri Surabaya yang sebelumnya telah memberikan 

penegasan mengenai kedudukan Yayasan.47 

Atas rangkaian peristiwa tersebut, Para Penggugat kemudian 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Surabaya. Gugatan 

tertanggal 5 April 2024 tersebut ididaftarkan idi iKepaniteraan 

Pengadilan iAgama iSurabaya ipada itanggal i16 iApril i2024 idengan 

Nomor i1788/Pdt.G/2024/PA.Sby. 

Dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya meminta agar 

tindakan para Tergugat yang berkaitan dengan perubahan nadzir dan 

perubahan pencantuman nadzir pada Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 4 

Tahun 1999 dinyatakan icacat ihukum idan itidak imempunyai 

kekuatan ihukum imengikat48 

Selain mempersoalkan keabsahan perubahan nadzir, Para 

Penggugat juga meminta agar pihak-pihak yang menguasai sebagian 

bangunan di atas tanah wakaf menyerahkan kembali penguasaan 

tersebut. Mereka meminta agar sebagian bangunan yang mereka 

 
47 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 41-44 
48 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 5 
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anggap dikuasai oleh para Tergugat dikosongkan dan diserahkan 

kepada Para Penggugat. 

Permintaan tersebut menunjukkan bahwa sengketa yang 

diperiksa Pengadilan Agama Surabaya tidak hanya berpusat pada 

pencatatan nadzir, tetapi juga berkaitan dengan akibat pengelolaan dan 

penguasaan sebagian harta benda wakaf.49 

Dalam proses persidangan, Majelis iHakim iPengadilan iAgama 

Surabaya itelah iberupaya imendamaikan ipara ipihak. iUpaya 

perdamaian itersebut itidak iberhasil isehingga iperkara idilanjutkan 

melalui iproses imediasi. iBerdasarkan ilaporan imediator itanggal i13 

Mei i2024, iproses imediasi ijuga itidak imenghasilkan ikesepakatan. 

Oleh ikarena iitu, ipemeriksaan iperkara idilanjutkan idengan 

pemeriksaan idalil, ijawaban ipara ipihak, ialat ibukti, iserta 

pertimbangan ihukum iMajelis iHakim50. 

Setelah memeriksa perkara secara keseluruhan, Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Surabaya pada akhirnya memberikan putusan pada 

tanggal 6 Desember 2024. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim 

menolak ieksepsi ipara iTergugat idan idalam ipokok iperkara 

menyatakan imenolak igugatan iPara iPenggugat iseluruhnya. Dengan 

demikian, ituntutan iPara iPenggugat iuntuk imenyatakan iberbagai 

 
49 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm51-52 
50 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 151 
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itindakan iyang iberkaitan dengan perubahan nadzir sebagai perbuatan 

melawan hukum tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim51. 

Perkara tersebut menjadi penting untuk dikaji karena 

memperlihatkan adanya persoalan hukum mengenai perubahan nadzir 

pada tanah wakaf yang telah memiliki riwayat pengelolaan cukup 

panjang. Di satu sisi terdapat riwayat penetapan nadzir sejak 

pelaksanaan wakaf tahun 1999, sedangkan di sisi lain terdapat 

beberapa keputusan dan perubahan administrasi mengenai nadzir 

yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya. 

Rangkaian tersebut pada akhirnya menimbulkan pertanyaan 

mengenai dasar kewenangan perubahan nadzir, prosedur yang 

ditempuh, serta kedudukan masing-masing ipihak idalam pengelolaan 

itanah iwakaf. iPersoalan iinilah iyang ikemudian imenjadi iinti 

isengketa idalam iPutusan iNomor i1788/Pdt.G/2024/PA.Sby. 

Tabel 2 Gambaran Sengketa 

Sumber: Data Sekunder di Olah Oleh Peneliti 

Tahun Persoalan Utama Sengketa 

1999 H.M. Chamim Madjid mewakafkan tanah untuk 

kepentingan Masjid  Kemayoran Surabaya 

1999 Terbit Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 4 Tahun 1999 

dengan luas sekitar 8.900 m² 

2009 Muncul perkara PN Surabaya Nomor 

615/Pdt.G/2009/PN.Sby mengenai 

keberadaan/status yayasan yang berkaitan dengan 

Masjid Kemayoran. 

 
51 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 200 
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2010 Diterbitkan penetapan mengenai susunan nadzir 

badan hukum. 

2011 PN Surabaya memutus perkara iNomor 

i615/Pdt.G/2009/PN.Sby.terkait Yayasan yang 

bersengketa 

2012 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II mengubah 

pencantuman nadzir pada Sertifikat Wakaf Nomor 4 

Tahun 1999. 

2013 Yayasan iTa'mirul iMasjid iKemayoran iSurabaya 

imenggunakan inama iYayasan iTa'mirul iMasjid 

iAgung iKemayoran iSurabaya. 

2016 BWI Provinsi Jawa Timur menerbitkan Keputusan 

Nomor 46/BWIJTM/NZ/IV/2016 tentang 

penggantian nadzir perseorangan. 

2021 BWI Provinsi Jawa Timur menerbitkan Keputusan 

Nomor 16/BWIJTM/NZ/IV/2021 tentang 

penggantian nadzir perseorangan. 

2024 Para Penggugat mempersoalkan rangkaian 

perubahan nadzir dan tindakan yang berkaitan 

dengan tanah wakaf 

5 April 

2024 
Gugatan diajukan oleh Para Penggugat 

16 April 

2024 

Gugatan didaftarkan di PA iSurabaya idengan 

iNomor i1788/Pdt.G/2024/PA.Sby. 

6 Desember 

2024 
PA Surabaya menjatuhkan putusan. 

2. Pertimbangan  Hakim Pada Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby 

Ratio idecidendi ihakim ipada iputusan ino 

1788/Pdt.G/2024/PA.Sby ipada idasarnya iterletak ipada ipenilaian 

Majelis iHakim ibahwa ipergantian inadzir iwakaf iyang 

disengketakan itidak iterbukti isebagai iPerbuatan iMelawan iHukum 

ikarena idilakukan imelalui imekanisme ihukum iperwakafan iyang 

idiatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Hakim menilai bahwa kewenangan penggantian nadzir berada 

pada Badan Wakaf Indonesia (BWI), sehingga tindakan para tergugat 
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tidak dapat dianggap bertentangan dengan hukum selama prosedur 

administratifnya dijalankan sesuai ketentuan. Dalam 

pertimbangannya, Majelis Hakim terlebih dahulu menegaskan bahwa 

inti sengketa yang harus dibuktikan adalah apakah tindakan para 

tergugat benar-benar memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum. 

Hal tersebut dinyatakan hakim sebagai berikut: 

“Menimbang, ibahwa idari ijawab ijinawab iantara 

iPenggugatidengan iTergugat, imaka idapat idisimpulkan ibahwa 

yang imenjadi pokok isengketa iantara ikedua ibelah ipihak iadalah 

apakah ibenar dan iterbukti isecara isah idalil-dalil iPenggugat iyang 

menyatakan tindakan ipara iTergugat isebagai Perbuatan Melawan 

Hukum dengan segala konstektual”.52 

 

Berdasarkan kutipan tersebut, hakim memusatkan pemeriksaan 

pada pembuktian unsur PMH, bukan sekadar pada konflik internal 

yayasan ataupun perebutan pengelolaan masjid. Dengan demikian, 

seluruh dalil para penggugat harus dapat dibuktikan berdasarkan 

hukum acara perdata. Selanjutnya, hakim juga menegaskan bahwa 

pengadilan tidak ihanya imenerapkan ihukum isecara itekstual, 

melainkan mempertimbangkan nilai keadilan dalam menyelesaikan 

perkara. Hal tersebut tercermin dalam pertimbangan berikut: 

“Pengadilan imemeriksa idan imengadili iperkara idemi ikeadilan 

ibukan isekedar imenjadi icorong iUndang- iUndang”.53 

 

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa iMajelis iHakim 

imenggunakan ipendekatan isubstantif idalam imemutus iperkara, 

 
52 Diretori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA.Sby hlm 156 
53 Diretori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA.Sby hlm 156 .” 
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yaitu idengan imempertimbangkan iaspek ikemanfaatan idan 

kepastian ihukum idalam ipengelolaan iwakaf. iMajelis ihakim 

mendasarkan ipertimbangannya ipada iPasal i1365 iKUHPerdata 

mengenai iunsur-unsur iPerbuatan iMelawan iHukum. iDalam 

iputusan idisebutkan: 

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal i1365 iKUHPerdata, 

unsur-unsur iPerbuatan iMelawan iHukum iadalah iadanya kesalahan, 

perbuatan itersebut imelawan ihukum, iadanya ikerugian ibagi iorang 

lain, iserta iadanya ihubungan ikausal iantara iperbuatan idan 

kerugian”.54 

 

Setelah menilai alat bukti yang diajukan para pihak, hakim 

berkesimpulan bahwa para penggugat tidak mampu membuktikan 

secara sempurna adanya unsur-unsur tersebut. Menurut hakim, 

tindakan pergantian nadzir justru dilakukan melalui prosedur hukum 

yang isah idan imelibatkan ilembaga iyang iberwenang 

Dalam aspek hukum wakaf, Majelis Hakim menegaskan bahwa 

Badan Wakaf Indonesia memiliki kewenangan untuk memberhentikan 

dan mengganti nadzir isebagaimana idiatur idalam iUndang-

UndangiNomor i41 iTahun i2004 itentang iWakaf. Pertimbangan 

tersebut dinyatakan sebagai berikut: 

“Menimbang, ibahwa iberdasarkan iPasal i49 iayat i(1) iUndang-

Undang iNomor i41 iTahun i2004 itentang iWakaf, iBadan iWakaf 

Indonesia imempunyai itugas idan iwewenang iuntuk 

memberhentikan dan mengganti”.55 

 

“Berdasarkan iketentuan itersebut, ihakim imenilai ibahwa proses 

ipergantian inadzir iyang dilakukan para tergugat memiliki dasar 

 
54 Direktori Putusan  Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 186. 
55 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm  190 
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hukum yang jelas. Selain itu, Majelis juga mempertimbangkan bahwa 

setelah terbit keputusan pergantian nadzir dari BWI, proses 

administrasi selanjutnya dilakukan melalui KUA dan BPN sesuai 

mekanisme yang berlaku”.56 

 

Oleh ikarena iitu, iratio idecidendi iutama idalam iputusan iini 

adalah ibahwa itindakan ipergantian inadzir iwakaf itidak idapat 

dinyatakan isebagai iPerbuatan iMelawan iHukum ikarena idilakukan 

berdasarkan ikewenangan ilembaga iyang isah imenurut Undang-

Undang Wakaf dan tidak terbukti melanggar unsur-unsur PMH 

sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata. Atas dasar tersebut, Majelis 

Hakim akhirnya menolak gugatan para penggugat seluruhnya. 

a. Pertimbangan Yuridis 

Pertimbangan iyuridis iMajelis iHakim idalam iPutusan 

Nomor i1788/Pdt.G/2024/PA.Sby iberfokus ipada ipenilaian 

terhadap iada iatau itidaknya iunsur iPerbuatan iMelawan 

Hukum idalam proses pergantian nadzir wakaf Masjid  

Kemayoran Surabaya. Dalam memeriksa perkara tersebut, 

hakim terlebih dahulu menempatkan pokok sengketa sebagai 

sengketa perwakafan yang berkaitan dengan legalitas tindakan 

para tergugat dalam penggantian nadzir idan ipengelolaan iharta 

benda iwakaf. iOleh ikarena iitu, ihakim imenggunakan idasar 

hukum iyang ibersumber idari iKitab iUndang-Undang iHukum 

Perdata, iUndang-Undang iNomor i41 iTahun i2004 itentang 

 
56 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 191” 
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Wakaf, iserta iberbagai iketentuan iteknis imengenai 

kewenangan iBadan iWakaf iIndonesia idan iKantor iUrusan 

iAgama. 

Majelis Hakim menegaskan bahwa beban ipembuktian 

berada ipada ipihak iyang imendalilkan iadanya ihak iatau 

kerugian. Pertimbangan tersebut merujuk pada Pasal 163 HIR 

dan Pasal 1865 KUHPerdata yang mengatur bahwa siapa pun 

yang mengajukan dalil wajib membuktikan kebenaran dalil 

tersebut. Dengan demikian, para penggugat diwajibkan 

membuktikan bahwa tindakan para tergugat benar-benar 

bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian 

terhadap hak mereka sebagai pengelola wakaf sebelumnya.57 

Selain iitu, ihakim ijuga imendasarkan ipertimbangannya 

pada iPasal i1365 iKUHPerdata imengenai iunsur-unsur 

Perbuatan iMelawan iHukum. Dalam pertimbangannya, Majelis 

menyebutkan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan 

sebagai melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya 

kesalahan, adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum, 

timbulnya keriguan58, serta iadanya ihubungan isebab iakibat 

antara itindakan idan ikerugian itersebut. iSetelah imenilai ialat 

bukti idan iketerangan ipara ipihak, ihakim iberkesimpulan 

 
57 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 156-157”. 
58 Direktori  Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm  186  
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bahwa iunsur-unsur itersebut itidak iterbukti secara sempurna 

dalam perkara tersebut. 

Dalam iaspek ihukum iwakaf, iMajelis iHakim imenilai 

bahwa iBadan iWakaf iIndonesia imemiliki ikewenangan iyang 

sah iuntuk imemberhentikan dan mengganti nadzir. Dasar 

hukum pertimbangan tersebut merujuk pada Pasal 49 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang 

memberikan kewenangan kepada BWI untuk melakukan 

pembinaan, pemberhentian, dan penggantian nadzir59. Oleh 

karena itu, tindakan BWI menerbitkan keputusan pergantian 

nadzir tidak dapat iserta-merta idinilai isebagai iperbuatan 

melawan ihukum isepanjang idilakukan isesuai imekanisme 

peraturan iperundang-undangan. 

Hakim juga mempertimbangkan prosedur administratif 

pergantian nadzir yang dilakukan melalui Kantor Urusan Agama 

dan Badan Pertanahan Nasional. Dalam pertimbangannya 

dijelaskan bahwa setelah terbit keputusan pergantian nadzir dari 

BWI, nadzir baru wajib mengurus Surat Pengesahan Nadzir di 

KUA setempat untuk kemudian dijadikan dasar pencatatan 

perubahan sertifikat wakaf di BPN60. Pertimbangan ini 

menunjukkan bahwa Majelis melihat tindakan para tergugat 

 
59 Direktoei Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm190-191. 
60  Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 191. 
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sebagai bagian dari prosedur administratif perwakafan yang sah 

menurut hukum positif. 

Di samping itu, Majelis Hakim turut mempertimbangkan 

bukti-bukti berupa putusan pengadilan sebelumnya yang 

berkaitan dengan sengketa serupa. Hakim menilai bahwa 

terdapat beberapa putusan PTUN dan pengadilan lain yang 

sebelumnya telah menolak gugatan pihak penggugat terkait 

status nadzir dan pengelolaan wakaf tersebut61. Hal ini 

memperkuat keyakinan hakim bahwa gugatan para penggugat 

dalam perkara ini tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat 

untuk dikabulkan. 

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim 

akhirnya menyimpulkan bahwa tindakan para tergugat tidak 

terbukti melanggar hukum perwakafan maupun ketentuan 

perdata yang berlaku. Oleh ikarena iitu, igugatan ipara 

penggugat idinyatakan iditolak iseluruhnya ikarena itidak idapat 

membuktikan iadanya iunsur iPerbuatan iMelawan iHukum 

sebagaimana iyang ididalilkan dalam gugatan 

b. Pertimbangan Sosiologis 

Pertimbangan isosiologis idalam iPutusan iNomor 

1788/Pdt.G/2024/PA.Sby itampak idari icara iMajelis iHakim 

melihat isengketa iwakaf itidak ihanya isebagai ipersoalan 

 
61  Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby .hlm 182 
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administratif idan ihukum isemata, itetapi ijuga isebagai 

persoalan sosial keagamaan yang berdampak langsung terhadap 

kehidupan masyarakat.  

Sengketa pergantian nadzir Masjid Kemayoran Surabaya 

dinilai memiliki pengaruh terhadap stabilitas pengelolaan 

masjid, kegiatan pendidikan, serta hubungan sosial jamaah yang 

selama bertahun-tahun beraktivitas di lingkungan wakaf 

tersebut. 

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa objek sengketa 

bukan hanya berupa tanah wakaf, melainkan juga menyangkut 

keberlangsungan fungsi sosial dan keagamaan dari Masjid  

Kemayoran Surabaya beserta lembaga pendidikan Ta’miriyah 

yang berada di bawah pengelolaan wakaf tersebut.  

Dalam gugatan disebutkan bahwa konflik berkepanjangan 

mengenai kepengurusan nadzir telah berdampak terhadap 

menurunnya jumlah jamaah dan merosotnya jumlah peserta 

didik di lingkungan Pendidikan Ta’miriah62. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa perselisihan internal pengelolaan wakaf 

telah memunculkan dampak isosial iyang icukup iluas ibagi 

masyarakat isekitar. 

Selain itu, hakim juga melihat bahwa keberadaan nadzir 

memiliki posisi penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi 

 
62 Direktori  Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 49. 
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harta wakaf. Oleh sebab itu, penggantian nadzir dipandang perlu 

dilakukan apabila terdapat keadaan tertentu, termasuk ketika 

sebagian nadzir telah meninggal dunia dan diperlukan 

keberlanjutan pengelolaan wakaf agar pelayanan terhadap 

masyarakat tetap berjalan63.  

Dari pertimbangan ini terlihat bahwa Majelis Hakim 

menempatkan kemanfaatan sosial wakaf sebagai salah satu 

aspek penting dalam memutus perkara. Majelis Hakim juga 

mempertimbangkan bahwa Badan Wakaf Indonesia merupakan 

lembaga iindependen iyang idiberi ikewenangan ioleh iundang-

undang iuntuk melakukan pembinaan dan penggantian nadzir. 64 

Dalam perspektif sosiologis, kewenangan tersebut 

dimaksudkan agar pengelolaan wakaf tidak menimbulkan 

kekosongan kepemimpinan maupun konflik berkepanjangan 

yang dapat merugikan masyarakat pengguna fasilitas wakaf. 

Dengan kata lain, hakim berupaya menjaga agar aset wakaf tetap 

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah, pendidikan, dan 

kesejahteraan umat. 

Majelis menilai bahwa proses administrasi pergantian nadzir 

melalui BWI, KUA, dan BPN merupakan bentuk kepastian 

dalam tata kelola wakaf modern. Pertimbangan tersebut 

 
63  Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 191. 
64 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 190. 
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menunjukkan adanya perhatian hakim terhadap pentingnya 

ketertiban administrasi demi menjaga kepercayaan masyarakat 

terhadap pengelolaan harta wakaf.65 

Pertimbangan sosiologis lainnya tampak ketika hakim 

mempertimbangkan akibat yang dapat timbul apabila sengketa 

terus berlanjut. Konflik mengenai kepengurusan masjid dan 

yayasan dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ibadah, 

pendidikan, dan hubungan antarjamaah. 

Oleh karena itu, putusan yang menolak gugatan para 

penggugat secara tidak langsung bertujuan menjaga stabilitas 

sosial dan mencegah munculnya perpecahan yang lebih besar di 

lingkungan masyarakat sekitar wakaf.66 

Dengan idemikian, idapat idipahami ibahwa ipertimbangan 

sosiologis iMajelis iHakim idalam iperkara iini iberorientasi 

pada perlindungan fungsi sosial wakaf, menjaga 

keberlangsungan pelayanan keagamaan dan pendidikan, serta 

menciptakan ketertiban dan kepastian dalam pengelolaan wakaf 

demi kepentingan masyarakat luas. 

c. Pertimbangan Filosofis 

Pertimbangan Filosofis dalam Putusan Nomor 

1788/Pdt.G/2024/PA.Sby terlihat dari upaya Majelis Hakim 

 
65 Direktori PutusanPengadilan Agama Surabaya no  1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 191. 
66 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 197. 
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menempatkan hukum itidak ihanya isebagai iaturan itertulis, 

tetapi ijuga isebagai isarana iuntuk imewujudkan ikeadilan, 

ketertiban, idan ikemanfaatan ibagi iMasyarakat 

Dalam perkara sengketa pergantian nadzir wakaf Masjid  

Kemayoran Surabaya, ihakim itidak isemata-mata terpaku ipada 

iaspek iformal iadministrasi, melainkan juga 

mempertimbangkan tujuan utama wakaf sebagai instrumen 

ibadah dan kesejahteraan umat. 

Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa pengadilan 

memeriksa dan mengadili perkara bukan sekadar menjadi 

“corong iundang-undang”, tetapi ijuga untuk mencapai 

keadilan67. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya 

pendekatan filosofis yang memandang hakim sebagai pelaksana 

nilai-nilai hukum yang ihidup idi masyarakat 

Hakim iitidak iihanya iimenerapkan iinorma isecara tekstual, 

imelainkan juga mempertimbangkan nilai kepatutan, 

kemanfaatan, dan keseimbangan sosial dalam menyelesaikan 

sengketa wakaf. Selain itu, pertimbangan filosofis hakim juga 

tampak dalam cara Majelis memahami fungsi wakaf sebagai 

amanah keagamaan yang harus dijaga keberlangsungannya. 

Wakaf pada hakikatnya tidak hanya memiliki  nilai 

iekonomi, tetapi juga mengandung dimensi ibadah sosial yang 

 
67  Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA.Sby hlm 156 . 
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bertujuan memberikan manfaat bagi umat Islam secara 

berkelanjutan. Oleh karena iitu, pengelolaan iwakaf iharus 

diarahkan pada perlindungan fungsi masjid, pendidikan, dan 

kepentingan Masyarakat luas.68 

Dalam konteks ini, hakim berupaya memastikan agar konflik 

kepengurusan nadzir tidak sampai menghilangkan tujuan utama 

wakaf itu sendiri. Hakim juga menilai bahwa keberadaan Badan 

Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen merupakan 

bentuk pelaksanaan prinsip kemaslahatan dalam pengelolaan 

wakaf modern.  

Kewenangan BWI untuk mengganti dan memberhentikan 

nadzir dipandang sebagai mekanisme hukum yang bertujuan 

menjaga profesionalitas dan kesinambungan pengelolaan 

wakaf69. Dengan demikian, keputusan pergantian nadzir 

dipahami bukan ihanya idari isisi ilegalitas iadministratif, itetapi 

juga idari isisi imanfaatnya bagi keberlangsungan pengelolaan 

harta wakaf. 

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim turut menekankan 

pentingnya pembuktian yang objektif dan adil. Hakim 

menyatakan bahwa setiap pihak yang mendalilkan suatu hak 

wajib membuktikannya sesuai ketentuan hukum acara.70 

 
68 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA.Sby hlm 49. 
69  Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 190 . 
70 Direktori  Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 156-157. 
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Pendekatan ini menunjukkan bahwa putusan dibangun atas 

prinsip keadilan prosedural, yaitu memberikan ikesempatan 

yang isama ikepada ipara ipihak iuntukimembuktikanidalil 

imasing-masing isehingga iputusan yang dihasilkan tidak 

bersifat sewenang-wenang. 

Lebih lanjut, hakim mempertimbangkan unsur-unsur 

Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 

1365 KUHPerdata dengan tujuan imenjaga ikeseimbangan 

antara iperlindungan ihak iindividu idan ikepentingan iumum71. 

Dalam perspektif filosofis, penerapan unsur-unsur tersebut 

menunjukkan bahwa tidak setiap tindakan yang menimbulkan 

ketidakpuasan dapat dianggap melawan hukum. Suatu tindakan 

baru dapat dinilai melanggar hukum apabila benar-benar terbukti 

bertentangan dengan norma hukum dan menimbulkan kerugian 

yang nyata. 

Pertimbangan filosofis lainnya terlihat dari sikap hakim yang 

berusaha menjaga stabilitas sosial dan keberlangsungan fungsi 

lembaga keagamaan. Sengketa yang berkepanjangan mengenai 

pengelolaan masjid dan yayasan dipandang berpotensi 

mengganggu aktivitas ibadah dan Pendidikan masyarakat.72 

Oleh karena itu, putusan yang menolak gugatan para penggugat 

 
71  Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 189 . 
72Direktori  Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 49. 
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dapat dipahami sebagai upaya menjaga ketertiban dan 

menghindari konflik yang lebih luas di tengah masyarakat. 

Dengan demikian, pertimbangan ifilosofis idalam iputusan 

ini imencerminkan iupaya iMajelis iHakim iuntuk imenegakkan 

hukum idengan imemperhatikan inilai ikeadilan, ikemanfaatan, 

kepastian ihukum, idan ikemaslahatan iumat. iHakim itidak 

hanya iberorientasi ipada ipenerapan inorma isecara iformal, 

tetapi ijuga iberusaha menjaga tujuan sosial dan religius dari 

harta wakaf agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat 

secara berkelanjutan. 

Tabel 3 PERTIMBANGAN HAKIM  dalam Putusan 

Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby 

Sumber: Data Sekunder di Olah Oleh Peneliti 

Putusan dan Halaman 
Pertimbanga

n Hakim 
Keterangan 

1788/Pdt.G/2024/PA.Sb

y, hlm 186 dan 190  

Yuridis Majelis Hakim 

menilai bahwa 

pokok sengketa 

dalam perkara ini 

berkaitan dengan 

dugaan Perbuatan 

Melawan Hukum 

dalam proses 

pergantian nadzir 

wakaf. Hakim 

berpendapat 

bahwa para 

penggugat tidak 

mampu 

membuktikan 

unsur-unsur PMH 

sebagaimana 

diatur dalam Pasal 

1365 

KUHPerdata. 
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Selain itu, 

pergantian nadzir 

dinilai telah 

dilakukan melalui 

prosedur hukum 

yang sah karena 

melibatkan Badan 

Wakaf Indonesia 

(BWI), Kantor 

Urusan Agama 

(KUA), dan Badan 

Pertanahan 

Nasional (BPN) 

sesuai ketentuan 

Undang-Undang 

Wakaf 

1788/Pdt.G/2024/PA.Sby, 

hlm 191 

Sosiologis Hakim 

mempertimbangka

n bahwa konflik 

pengelolaan wakaf 

tidak hanya 

berdampak kepada 

para pihak, tetapi 

juga 

mempengaruhi 

kehidupan sosial 

masyarakat 

sekitar. 

Perselisihan 

mengenai 

kepengurusan 

nadzir dinilai 

berpotensi 

mengganggu 

aktivitas ibadah, 

pendidikan, dan 

hubungan 

antarjamaah di 

lingkungan Masjid 

Kemayoran 

Surabaya. Oleh 

sebab itu, 

stabilitas 

pengelolaan wakaf 

dipandang penting 

demi menjaga 
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fungsi sosial dan 

keagamaan wakaf 

agar tetap berjalan 

untuk kepentingan 

umat. 

1788/Pdt.G/2024/PA.Sb

y, hlm 156 

Filosofis Dalam 

pertimbangannya, 

hakim 

memandang 

hukum bukan 

sekadar alat untuk 

menerapkan 

aturan tertulis, 

tetapi juga sarana 

untuk 

mewujudkan 

keadilan dan 

kemanfaatan. 

Majelis Hakim 

menekankan 

bahwa pengadilan 

mengadili perkara 

demi terciptanya 

keadilan, bukan 

hanya menjadi 

pelaksana undang-

undang secara 

formal. 

Pertimbangan ini 

menunjukkan 

bahwa hakim 

berusaha menjaga 

tujuan utama 

wakaf sebagai 

amanah 

keagamaan yang 

harus memberikan 

manfaat 

berkelanjutan bagi 

masyarakat 

 

Dapat dismpulakan dari Majelis Hakim menyimpulkan 

bahwa pergantian nadzir dalam perkara ini tidak terbukti sebagai 
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Perbuatan iMelawan iHukum. iDari isisi iyuridis, tindakan para 

tergugat dinilai telah sesuai dengan prosedur hukum wakaf yang 

berlaku. Dari sisi sosiologis, hakim mempertimbangkan 

pentingnya menjaga stabilitas pengelolaan masjid dan lembaga 

pendidikan agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Sementara itu, dari sisi filosofis, hakim berupaya menempatkan 

hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, 

dan keberlangsungan fungsi sosial wakaf. Oleh karena itu, 

gugatan para penggugat akhirnya dinyatakan ditolak seluruhnya. 

B. Pertimbangan  Hakim Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby 

Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch 

1. Keadilan 

Aspek ipertama idalam iteori iGustav iRadbruch iadalah 

keadilan. iDalam ipandangan iRadbruch, ikeadilan imerupakan itujuan 

utama ihukum ikarena ihukum iharus imemberikan iperlakuan iyang 

sama ikepada isetiap iorang idi hadapan hukum. Prinsip ini tampak 

dalam proses pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim yang 

memberikan ikesempatan iyang isama ikepada ipenggugat imaupun 

tergugat iuntuk mengajukan dalil, alat bukti, serta argumentasi hukum 

masing-masing selama persidangan berlangsung. 

Majelis iHakim imenegaskan ibahwa ipihak iyang imendalilkan 

suatu ihak iwajib imembuktikan idalil itersebut isesuai iketentuan 
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Pasal163 iHIR idan iPasal i1865 iKUPerdat73. iDengan idasar itersebut, 

hakim itidak iserta-merta menerima seluruh dalil penggugat, melainkan 

melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan dalam 

persidangan. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim berusaha 

menjaga keseimbangan hak para pihak sehingga tidak ada pihak yang 

diperlakukan secara sewenang-wenang. 

Selain iitu, inilai ikeadilan ijuga iterlihat idalam ipertimbangan 

hakim iyang imenyatakan ibahwa ipengadilan itidak ihanya iberfungsi 

sebagai ipelaksana iundang-undang isecara itekstual, itetapi ijuga 

bertugas mewujudkan keadilan subtantif74.Pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak hanya berpegang pada 

formalitas hukum, melainkan juga mempertimbangkan substansi 

sengketa dan dampaknya terhadap para pihak maupun masyarakat. 

Dalam konteks ini.  

Hakim mencoba menggali nilai keadilan mencoba menggali inilai 

keadilan iyang ihidup idalam imasyarakat idengan imemastikan ibahwa 

putusan itidak ididasarkan ipada iasumsi iataupun ikonflik iinternal 

semata, melainkan pada fakta hukum yang dapat dibuktikan secara 

objektif. Keadilan dalam putusan ini juga tampak ketika hakim menilai 

 
73 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya mo 1788/pdt.G/2024/PA.Sby hlm 156-167. 
74 Dirokteri PutusanPengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 156 . 
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unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 

KUHPerdata. 

Majelis Hakim menyebutkan bahwa suatu tindakan baru dapat 

dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi unsur 

adanya ikesalahan, iadanya itindakan iyang ibertentangan idengan 

hukum, iadanya ikerugian, idan iadanya ihubungan isebab iakibat 

antara itindakan idan ikerugian itersebut. iSetelah idilakukan 

pemeriksaan, ihakim iberkesimpulan ibahwa ipara ipenggugat itidak 

idapat imembuktikan iunsur-unsur tersebut secara sempurna. Oleh 

sebab itu, demi menjaga prinsip keadilan, gugatan tidak dapat 

dikabulkan hanya karena adanya ketidakpuasan terhadap proses 

pergantian nadzir. 

2. Kepastian Hukum 

Tujuan ihukum iberikutnya imenurut iGustav iRadbruch iadalah 

kepastian ihukum. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat 

memiliki pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan prosedur 

yang harus dijalankan. Dalam Putusan Nomor 

1788/Pdt.G/2024/PA.Sby, nilai kepastian hukum tampak dari 

konsistensi Majelis Hakim dalam menerapkan ketentuan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan aturan administratif 

mengenai pergantian nadzir. 

Majelis iHakim imenegaskan ibahwa iBadan iWakaf iIndonesia 

memiliki ikewenangan ihukum iuntuk imemberhentikan idan 



64 
 

 
 

mengganti inadzir isebagaimana idiatur idalam iPasal i49 iayat i(1) 

Undang-Undang wakaf75. Dengan demikian, proses pergantian nadzir 

yang dilakukan melalui mekanisme BWI dipandang memiliki dasar 

hukum yang sah. Hakim juga mempertimbangkan bahwa setelah 

keputusan pergantian nadzir diterbitkan oleh BWI. 

Kepastian hukum juga terlihat dari pertimbangan hakim 

mengenai prosedur administratif pergantian nadzir. Dalam putusan 

dijelaskan bahwa setelah adanya keputusan dari Badan Wakaf 

Indonesia mengenai pergantian nadzir, maka nadzir baru wajib 

mengurus Surat Pengesahan Nadzir di Kantor Urusan Agama setempat 

sebelum dilakukan perubahan administrasi di Badan Pertanahan 

Nasional76. Dengan adanya mekanisme tersebut, pengelolaan wakaf 

menjadi lebih tertib dan memiliki kepastian administratif yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. 

Selain itu, Majelis Hakim turut mempertimbangkan putusan-

putusan pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap 

(inkracht van gewijsde). Dalam perkara ini terdapat sengketa 

sebelumnya di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi 

 
75 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 190. 
76  Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm11-14 . 
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Surabaya yang berkaitan dengan status yayasan dan pengelolaan aset 

wakaf77. 

Dengan mempertimbangkan putusan terdahulu, hakim berusaha 

menjaga kesinambungan dan konsistensi penerapan hukum sehingga 

tidak menimbulkan pertentangan antara satu putusan dengan putusan 

lainnya. Aspek kepastian hukum juga tampak dari penolakan hakim 

terhadap gugatan penggugat yang tidak dapat membuktikan dalilnya 

secara hukum. Dalam sistem hukum perdata, pembuktian memiliki 

posisi yang sangat penting karena hakim tidak dapat menjatuhkan 

putusan hanya berdasarkan asumsi atau dugaan. Oleh sebab itu, ketika 

unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti, maka demi menjaga 

kepastian hukum gugatan harus dinyatakan ditolak. 

3. Kemanfaatan Hukum 

Teori ihukum imenurut iGustav iRadbruch iyang iketiga iadalah 

kemanfaatan. iHukum itidak icukup ihanya iadil idan ipasti, itetapi juga 

harus imemberikan imanfaat ibagi ikehidupan imasyarakat. Putusan 

pengadilan seharusnya mampu menciptakan ketertiban sosial dan 

mencegah timbulnya konflik yang berkepanjangan. Dalam perkara ini, 

 
77 Direktori Putusan  Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm49 . 
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aspek kemanfaatan tampak dari pertimbangan Majelis Hakim terhadap 

dampak sosial yang ditimbulkan akibat sengketa pengelolaan wakaf. 

Majelis Hakim memahami bahwa sengketa mengenai pergantian 

nadzir tidak ihanya imenyangkut ikepentingan ipara ipihak, itetapi juga 

berdampak pada masyarakat luas, khususnya jamaah Masjid  

Kemayoran Surabaya dan lembaga pendidikan Ta’miriyah yang berada 

di bawah pengelolaan wakaf tersebut.78 Konflik yang berkepanjangan 

dapat mengganggu aktivitas ibadah, pendidikan, dan hubungan sosial 

masyarakat sekitar. Oleh karena itu, hakim berupaya menjaga agar 

pengelolaan wakaf tetap berjalan secara stabil demi kemaslahatan umat. 

Kemanfaatan hukum juga terlihat ketika hakim 

mempertimbangkan perlunya keberlanjutan pengelolaan wakaf setelah 

sebagian pengurus nadzir sebelumnya meninggal dunia. Pergantian 

nadzir dipandang sebagai langkah yang diperlukan agar pengelolaan 

harta wakaf tidak mengalami kekosongan kepemimpinan dan tetap 

 
78 Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 20-21 . 
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dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah serta pendidikan 

masyarakat. 

Selain itu, putusan yang menolak gugatan penggugat juga 

dipandang sebagai upaya untuk mencegah konflik berkepanjangan 

dalam pengelolaan wakaf. Jika sengketa terus berlanjut tanpa adanya 

kepastian mengenai siapa yang berwenang mengelola wakaf, maka 

kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan 

menghambat fungsi wakaf sebagai sarana pelayanan umat. Oleh karena 

itu, hakim berusaha menghadirkan putusan yang tidak hanya 

menyelesaikan sengketa secara hukum, tetapi juga menjaga ketertiban 

dan kemanfaatan sosial di masyarakat. 

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat dipahami 

bahwa Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby mencerminkan 

penerapan teori tujuan hukum Gustav Radbruch secara cukup 

komprehensif. Majelis Hakim tidak hanya menerapkan norma hukum 

secara formal, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan dalam menyelesaikan sengketa pergantian 

nadzir wakaf. Ketiga tujuan hukum tersebut menjadi landasan penting 

dalam membentuk ratio decidendi hakim sehingga putusan yang 

dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para 

pihak,tetapi juga menjaga fungsi sosial wakaf dan stabilitas kehidupan 

masyarakat secara lebih luas. 
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Tabel 4 Ratio decidendi Hakim Putusan Nomor 

1788/Pdt.G/2024/PA.Sby Perspektif Tujuan Hukum Gustav 

Radbruch 

Sumber: Data Sekunder di Olah Oleh Peneliti 

Nomor Putusan 

Tujuan Hukum 

Gustav 

Radbruch 

Isi Putusan 

1788/pdt.G/2024/PA. 

Sby hlm 156-157  

Keadilan Majelis iHakim 

imemberikan ikesempatan 

iyang isama ikepada 

ipenggugat idan itergugat 

iuntuk imembuktikan 

dalil masing-masing 

melalui proses 

pembuktian di 

persidangan. Hakim 

menilai bahwa gugatan 

tidak idapat idikabulkan 

ikarena iunsur iPerbuatan 

iMelawan iHukum itidak 

iterbukti isecara isah 

iberdasarkan ialat ibukti 

yang diajukan. 

1788/pdt.G/2024/PA. 

Sby hlm 190-191 

Kepastian 

hukum 

Hakim berpedoman pada 

Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf dan menegaskan 

bahwa Badan Wakaf 

Indonesia memiliki 

kewenangan untuk 

mengganti nadzir. 

Pergantian nadzir 

dianggap sah karena 

dilakukan melalui 

mekanisme BWI, KUA, 

dan BPN sesuai prosedur 

hukum yang berlaku 
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1788/pdt.G/2024/PA. 

Sby hlm 49 

kemanfaatan Putusan hakim 

mempertimbangkan 

keberlangsungan fungsi 

sosial wakaf, khususnya 

aktivitas ibadah dan 

pendidikan di Masjid  

Kemayoran Surabaya. 

Dengan menjaga stabilitas 

pengelolaan wakaf, hakim 

berupaya agar iaset 

iwakaf itetap 

imemberikan imanfaat 

ibagi imasyarakat iluas. 

 

Berdasarkan teori tujuan ihukum iGustav iRadbruch, iPutusan 

Nomor i1788/Pdt.G/2024/PA.Sby imenunjukkan ibahwa iMajelis 

Hakim iberupaya imenyeimbangkan iunsur ikeadilan, ikepastian 

hukum, idan ikemanfaatan idalam imenyelesaikan isengketaipergantian 

inadzir iwakaf. Dari aspek keadilan, hakim memberikan kesempatan 

yang sama kepada para pihak untuk membuktikan dalil masing-masing 

sebelum menjatuhkan putusan. Dari aspek kepastian hukum, hakim 

berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Wakaf dan mengakui 

kewenangan Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pergantian 

nadzir sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sementara itu, dari aspek 

kemanfaatan, hakim mempertimbangkan keberlangsungan fungsi 

sosial, keagamaan, dan pendidikan agar pengelolaan wakaf tetap 

berjalan demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, putusan yang 

menolak gugatan penggugat dinilai tidak hanya memberikan kepastian 

hukum, tetapi juga menjaga stabilitas dan kemaslahatan pengelolaan 

wakaf secara berkelanjutan.
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim dalam 

sengketa pergantian nadzir ditinjau dari perspektif tujuan hukum Gustav 

Radbruch pada Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 

1788/Pdt.G/2024/PA.Sby, dapat disimpulkan bahwa pergantian nadzir 

dinilai telah dilaksanakan melalui mekanisme yang sesuai dengan 

ketentuan hukum wakaf. Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti 

yang cukup untuk menyatakan bahwa tindakan para Tergugat dalam proses 

tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam mengambil 

keputusan, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek hukum serta kondisi 

pengelolaan Masjid Kemayoran Surabaya. Atas dasar pertimbangan 

tersebut, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak beralasan dan akhirnya 

ditolak seluruhnya.  

2. Berdasarkan Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby, bahwa Majelis   

Hakim dalam sengketa pergantian nadzir menunjukkan adanya upaya 

menyeimbangkan tiga tujuan hukum Gustav Radbruch, yaitu keadilan 

seperti memberikan kesempatan bagi para penggugat dan tergugat untuk 

membuktikan dalih masing-masing , kepastian hukum hakim berpedoman 

pada UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Bwi memiliki 
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Kewenangan untuk mengganti nadzir, dan kemanfaatan, Hakim 

mempertimbangkan fungsi wakaf untuk sosial. Hakim menilai pergantian 

nadzir telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak 

terbukti sebagai perbuatan melawan hukum. Pertimbangan tersebut juga 

memperhatikan kepentingan para pihak serta keberlangsungan 

pengelolaan tanah wakaf, sehingga gugatan Penggugat pada akhirnya 

ditolak seluruhnya. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran 

yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan wakaf 

dan penyelesaian sengketa nadzir di masa mendatang.  

1. Bagi para pihak yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf, hendaknya 

dalam melakukan pergantian nadzir selalu mengikuti ketentuan hukum 

wakaf dan prosedur yang berlaku agar tidak menimbulkan sengketa di 

kemudian hari. 

2. Bagi nadzir dan lembaga yang berwenang, hendaknya pengelolaan tanah 

wakaf dilakukan secara tertib, transparan, dan berorientasi pada 

kepentingan serta keberlangsungan fungsi wakaf bagi masyarakat. 
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